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ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Sistem Pengawasan Hakim
oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung” ini adalah hasil penelitian yang bertujuan
untuk menjawab pertanyaan tentang bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung terhadap lembaga peradilan yang berada dibawahnya. Hal ini didorong oleh
adanya pelanggaran yang tergolong berat sehingga menarik dilihat lebih lanjut tentang
sistem pengawasan hakim oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada Pengadilan
Negeri Surabaya dalam perspektif Figh Siyasah.

Data penelitian dihimpun melalui yuridis empiris yaitu metodologi penelitian yang
terfokus terhadap wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang diperoleh berkaitan
dengan sistem pengawasan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang dilakukan oleh
Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai bagian dari Mahkamah Agung yang
diberikan tugas khusus untuk melakukan pengawasan kepada lembaga yang berada
dibawahnya seperti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Pertama. Adapun itu nantinya di
analisis dengan Figh Siyasah sebagai suatu objek studi. Selanjutnya sumber-sumber dan
wawancara yang dilakukan nantinya akan disusun secara deksriptif yang dimaksudkan
untuk memperolen data yang sedetail mungkin. Data yang diperoleh kemudian
dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh
Badan Pengawasan Mahkamah Agung itu bersifat aktif melalui dua cara yang antara lain
pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung
dan oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendelegasian yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung. Pengawasan yang dilakukan pun memiliki sifatnya masing-masing yang antara
lain pertama, pengawasan yang bersifat rutin yang mana pengawasan ini dilakukan secara
rutin sesuati peraturan yang sudah berlaku, kedua, pengawasan yang bersifat insidentil
adalah pengawasan yang dilakukan apabila ada laporan atau pengaduan oleh masyarakat
ataupun pegawai atas tindakan yang dilakukan oleh hakim yang bersangkutan dan ketiga,
pengawasan yang bersifat mendadak.adalah pengawasan yang dilakukan tanpa adanya
pemberitahuan dan seketika ada pertemuan secara mendadak.

Kesimpulan yang didapat bahwa Pada dasarnya lembaga a/-hisbahl wilayah al-
hisbah ini sama dengan lembaga peradilan yaitu Badan Pengawasan Mahkamah Agung
yang sama-sama mengawasi peradilan dengan tujuan supaya menjalankan peradilan yang
bersih dan agung. Begitupun al-hisbah berada karena untuk menegakkan amar am’ruf
nahi munkar supaya pengawasan itu tetap baik maka di bentuk atau dipilih seorang
pengawas khusus yaitu Muhtasib. Mereka sama-sama memiliki tujuan yang sama dan
pencapaian yang sama. Selain itu juga tidak luput adanya pengawasan paling tertinggi
yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Allah SWT. Sebaiknya untuk pengawasan
dijadwalkan lebih dahulu supaya pada saat proses pengawasan berjalan dengan efektif
dan efisien.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia mempunyai kepentingan. Sejak dilahirkan, manusia
membutuhkan makan, pakaian, tempat berteduh dan sebagainya begitupun
menginjak dewasa bertambahlah jumlah dan jenis kepentingannya seperti
bermain-main, bersekolah, bersekolah, bekerja, berkeluarga dan sebagainya
sampai nanti manusia itu meninggal dunia. Selain itu untuk melindungi
kepentingan manusia dalam bermasyarakat agar tercapainya pedoman atau
peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku
dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri.
Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam
kehidupan bersama ini disebut norma atau kaedah sosial. Tata kaedah dengan
aspek kehidupan pribadi yang dibagi lebih lanjut menjadi kaedah kepercayaan
atau keagamaan dan kaedah kesusilaan. Untuk tata kaedah dengan aspek
kehidupan antar pribadi yang dibagi lebih lanjut menjadi kaedah sopan santun
atau adat dan kaedah hukum. Dengan berbagai kaedah atau norma tersebut
maka manusia dapat menjalankan kegiatannya secara lahir maupun batin.
Menjadi penting untuk memberikan ketertiban bagi manusia yaitu norma
hukum yang mana ditujukan kepada pelakunya yang konkrit, yaitu si pelaku
pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia,

melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib, agar jangan



sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan.' Pada hakikatnya
manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, manusia senantiasa
membutuhkan orang lain. Berawal dari itulah kemudia timbul suatu
hubungan-hubungan kerjasama antar manusia yang dari hubungan tersebut
membentuk sebuah masyarakat. Terbentuknya masyarakat antara yang satu
dengan yang lainnya tentu berbeda, sehingga dalam berinteraksi mereka
memerlukan suatu organisasi kekuasaan yang di sebut negara. Secara
terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu
kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di
dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

Menurut Harold J. Laski bahwa negara merupakan suatu masyarakat
yang diintegritasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa
dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang
merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat merupakan suatu
kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya
keinginan-keinginan mereka bersama.” Negara Indonesia berdasarkan hukum
(Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).
Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan
perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang

bebas dan tidak memihak serta menjamin hak asasi manusia.’

" Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,
2008), 1.

> TIM ICCE UIN JAKARTA, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic FEducation):
Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani ,(Jakarta: Prenada Media, 2003), 45.

3 Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 74.



Tujuan negara antara lain untuk memperluas kekuasaan,
menyelenggarakan ketertiban hukum dan untuk mencapai kesejahteraan
umum. Sementara itu, dalam konteks dan ajaran Negara Hukum, tujuan
negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan
berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan dari alat-
alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa terkecuali
harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa pada
negara itu. Dalam konteks Indonesia, para pendiri negara republik ini telah
merumuskan Tujuan Nasional berdirinya Negara Republik Indonesia telah
dirumuskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam alinea keempat yang berbunyi: kemudian dari pada itu, untuk
membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa,
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan/ perwakilan, serta



dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.’
Menurut Mac Iver bahwa suatu negara harus memenuhi 3 unsur pokok yaitu
pemerintahan, komunitas atau rakyat dan wilayah tertentu. Dari ketiga unsur
ini oleh Mahfud MD disebut sebagai unsur konstitutif. Secara general, unsur
negara membutuhkan 3 unsur pokok yaitu rakyat (masyarakat/warganegara),
wilayah dan pemerintah.

Adapun prinsip-prinsip untuk mendirikan negara hukum perlu adanya
supremasi hukum (supremacy of law), persamaan dalam hukum (equality
before the law), asas legalitas (due process of law), pembatasan kekuasaan,
organ-organ penunjang yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak,
peradilan tata usaha negara, mahakamah konstitusi (contitutional court),
perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokrasi (democratishe
rechtsstaat), berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare
rechtsstaat), transparansi dan kontrol sosial.’

Selain itu sebagai dasar kenegaraan republik Indonesia yaitu pancasila
yang sering disebut sebagai dasar falsafah negara (dasar filsafat negara) dan
ideologi negara. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur
pemerintahan dan mengatur penyelenggaraan negara. Kedudukan pancasila
sebagai dasar negara bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh

siapapun, termasuk oleh MPR-DPR hasil pemilihan umum.® Dalam sistem

* TIM REVIEWER MKD UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, Civic Education
(Pendidikan Kewarganegaraan) ,(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 34-35.

> Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), 131-132.

% Machfud Bahtiyar, Civic Education, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 56.



ketatanegaraan Indonesia pun tidak luput dari perubahan-perubahan yang ada
seperti pembagian kekuasaan yang dikenal dengan 7rias Politica yang
membagi kekuasaan pemerintahan terdiri dari eksekutif, legislatif, dan
yudikatif. Berbicara tentang pembagian kekuasaan selalu dihubungkan
dengan Montesquieu yang menurutnya dalam setiap pemerintahan terdapat
tiga jenis kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang mana
ketiga jenis kekuasaan itu selalu terpisah satu sama lainnya, baik mengenai
tugas maupun mengenai alat perlengkapan yang melakukannya. Menurut
John Locke juga membagi kekuasaan negara dalam tiga fungsi yang antara
lain meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi federatif. Maka dari itu
oleh sarjana hukum Prancis, Baron de Montesquieu (1689-1755) meneruskan
pemikiran dari John Locke dengan mengembangkan konsep trias politica
yang membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan yaitu
legislatif, eksekutif, dan yudikatif.’

Pada sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 Pra-
Amandemen, dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat dapat
diorganisasikan melalui dua pilihan cara yaitu melalui sistem pemisahan
kekuasaan (separation of power) dan pembagian kekuasaan (division of
power). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan
dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-
lembaga negara yang sederajat dan salaing mengimbangi (check and

balances). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti

7 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2013), 283-285.



perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada
lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kekuasaan yang
bersifat vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal.

Pada era sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi RIS
1949, bahwa badan Eksekutif dan Legislatif dipisahkan secara tajam dalam
artian baik perdana menteri maupun anggotanya tidak dapat merangkap
menjadi anggota parlemen, menganut sistem pertanggung jawaban menteri
tetapi tidak dikenal bahwa presiden dapat membubarkan DPR, kekuasaan
perundang-undangan federal dilakukan oleh pemerintah bersama dengan
parlemen. Di era ini dikenal pula menunjuk adanya pembagian kekuasaan
bukan pemisahan kekuasaan.

Pada sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUDS 1950 bahwa
dilakukannya penghapusan senat, DPR Sementara terdiri atas DPR RIS dan
Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, DPRS bersama-sama
dengan komite nasional pusat disebut majelis perubahan undang-undang
dasar dengan hak mengadakan perubahan dalam UUD baru dan konstituante
terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilu.

Pada sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 Pasca-
Amandemen. Bentuk nyata dari perubahan mendasar hasil amandemen UUD
1945 adalah perbedaan yang substansial tentang kelembagaan negara
menurut UUD 1945. Hasil amandemen dengan UUD 1945, terutama yang
menyangkut lembaga negara, kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja

dan cara kerja lembaga yang bersangkutan. Secara kronologis substansi



pengaturan kelembagaan negara dalam perubahan UUD 1945 adalah sebagai
berikut: perubahan pertama, UUD 1945 memuat pengendalian kekuasaan
presiden dan tugas serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
presiden dalam hal pembentukan undang-undang. Perubahan kedua, UUD
1945 menata ulang keanggotaan, fungsi, hak maupun cara pengisiannya.
Perubahan ketiga, membahas ulang kedudukan dan kekuasaan MPR, jabatan
presiden yang berkaitan dengan tata cara pemilihan dan pemilihan secara
langsung, pembentukan lembaga negara baru meliputi Mahkamah Konstitusi
(MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Komisi Yudisial (KY) serta
pengaturan tambahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan perubahan
keempat, UUD 1945 meliputi keanggotaan MPR, pemiliham presiden dan
wakil presiden tahap kedua dan kemungkinan presiden/ wakil presiden
berhalangan tetap, serta kewenangan presiden.®

Penegasan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, serta
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka sesuai dengan
perubahan Undang-undang Negara Republik Indonesia yang telah membawa
perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan
kekuasaan kehakiman. Sehingga perlu adanya campur tangan baik yang
bersifat internal maupun eksternal dalam rangka mencegah dan menghindari
adanya kegagalan keadilan. Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan
kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum

telah dilakukan perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1970 tentang

¥ Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945, (Jakarta: Kencana, 2010), 8-19.



kekuasaan kehakiman dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas
UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan
kehakiman, dan telah dicabut dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang
kekuasaan kehakiman. Dan pada tanggal 29 Oktober 2009, UU No. 4 Tahun
2004 telah di cabut dengan munculnya UU No. 48 Tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman.” Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum
Republik Indonesia.'® Selain dari Undang-undang kekuasaan kehakiman,
terdapat pula dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik
Indonesia tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan."!

Lembaga yudikatif adalah lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan
kehakiman. Kekuasaan ini juga telah dicantumkan dalam Undang-undang
Dasar 1945 sebagai berikut kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung (MA) dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-
undang. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan
Undang-undang.'* Kekuasaan yudikatif ini haruslah merdeka dari lembaga-

lembaga yang lebih tinggi terutama pada lembaga eksekutif yaitu presiden.

° Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2012), 205-209.

' Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

" Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

12 UUD 1945 pasal 24 ayat 1 dan 2.



Merdeka adalah lepas dari segala campur tangan atau pengaruh lain. Seperti
yang diketahui bahwa ketika hakim membacakan sebuah putusan selalu
berawalan dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa” yang maksudnya adalah sekedar sebagai pertanggungjawaban
moral terhadap hukum itu sendiri yang diajukan kepada diri sendiri rakyat
dan juga Allah SWT. Dengan demikian disadari bahwa dibalik dunia
sekarang ini masih ada pertimbangan di Yaumil Akhir untuk
pertanggungjawaban segala perbuatan, termasuk perbuatan yang tidak
diketahui oleh siapapun kecuali diri sendiri dan perbuatan yang belum sempat
diadili di bumi karena si pelakunya adalah seorang penguasa.'®

Dalam segi kewenangannya, lembaga kekuasaan kehakiman diberikan
kewenangan sebagai badan pengujian peraturan perundang-undangan, baik
peraturan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang, maupun
Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar.'* Mahkamah Agung dan
badan peradilan lainnya adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang
merdeka, artinya lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Hal ini telah
disebutkan di dalam penjelasan pasal 24 dan pasal 25 Undang-undang Dasar
1945 sebelum amandemen yang mengatakan bahwa “kekuasaan kehakiman
ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-

undang tentang kedudukannya para hakim’. Begitupun menurut pasal 1

" M. Hasan Ubaidillah, Dasar-dasar llmu Pemerintahan, (Surabaya: UIN SA Press,
2014), 39-40.

4 Zainal Arifin Housein, Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia(Malang: Setara Press,
2016), 128.
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Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1970 bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan
negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya negara
hukum Republik indonesia’. Kemudian pasal 10 Undang-undang No. 4 Tahun
2004 tentang kekuasaan kehakiman juncto pasal 24 UUD 1945 yang
menyatakan pada ayat pertama bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Dilanjutkan pada ayat kedua bahwa
“Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan
peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan
militer, dan peradilan tata usaha negara.”"”

Kewenangan yang diperankan MA adalah fungsi dan kewenangan
pengawasan. Tindakan yang dilakukan MA adalah dalam bentuk administrasi
yustisial, yakni membuat atau menerbitkan penetapan (beschikking) atau
surat yang berisi tanggapan dan petunjuk hukum, teguran atau pernyataan
hukum yang berkenaan dengan permasalahan perlindungan hukum yang
diminta.'® Pada prinsipnya untuk menjamin kinerja, kualitas dan integritas
seorang hakim, maka perlu adanya sistem untuk mengontrol maupun
mengawasi setiap hakim supaya tidak terjadi penyelewengan atas kode etik

hakim yang ada. Sebagai peradilan negara tertingi dari keempat lingkungan

"® Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), hal 94.
'“M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan
Kembali Perkara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 117.
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peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Agung mempunyai tugas
pengawasan tertinggi pula. Ruang lingkup pengawasan yang harus
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung meliputi organisasi, administrasi, dan
finansial di bawah kekuasaannya maupun di Mahkamah Agung itu sendiri.
Pendelegasian wewenang pengawasan telah dilakukan oleh Mahkamah
Agung kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding selaku kawal depan
Mahkamah Agung. Sekarang Mahkamah Agung telah mempunyai aparat
fungsional yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, Ketua Muda
Pengawasan (TUADAWAS), dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung
yang berada di bawah sekretaris.'’

Pada pasal 25 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa pada
Mahkamah Agung ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris Mahkamah Agung dan pada ayat (3) ditentukan bahwa pada
Sekretariat Mahkamah Agung dibentuk beberapa Direktorat Jendral dan
badan yang dipimpin oleh beberapa Direktorat Jendral dan kepala Badan.
Antara Badan dan Ditjen dalam UU No. 5 Tahun 2004 tidak ditemukan
penjelasan mengenai perbedaan tersebut sehingga dalam praktik dan tata
kerjanya menurut keterangan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non
Yudisial, Mahkamah Agung berinisiatif bahwa Badan Pengawasan dibuat
analog dengan Ditjen yang memiliki jajaran ke daerah, ke pengadilan tingkat

banding dan ke pengadilan tingkat pertama. Menurut Rancangan Struktur

7 Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap Di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama,
2007), 150-151.
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Organisasi Mahkamah Agung yang mengacu pada UU No. 5 Tahun 2004
tentang Mahkamah Agung, pengawasan internal terhadap hakim tingkat
pertama dan banding di masa lingkungan pengadilan distrukturkan dalam
wadah Badan Pengawasan (BANWAS), yang dalam pelaksanaan tugasnya di
bawah Pimpinan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung.'®

Dalam hal terbentuknya BAWAS MA RI ini adapun sistem pengawasan
hakim yang dilakukan yaitu melalui sistem yang membantu pengawasan dari
Mahkamah Agung yang disebut sebagai Sistem Informasi Pengawasan
Mahkamah Agung Republik Indonesia disingkat SIWAS adalah aplikasi
Pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung.'
Siwas ditujukan untuk anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan
suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.*

Di era saat ini jika melihat peristiwa yang terjadi baru-baru ini terjadi
dan mencederai khususnya peradilan misalnya di Pengadilan Negeri Tipikor
Bengkulu yang mana hakim anggota yang bernama Dewi Suryana dan
panitera penggantinya yang bernama Hendra Kurniawan yang diketahui
melakukan korupsi pasca ditemukan saat OTT (Operasi Tangkap Tangan)

telah menerima uang dari seorang PNS bernama Syuhadatul Islamy Adapun

¥ Ibid., 151.

" BAWAS MA-RI, “SIWAS MA-RI”, https://siwas.mahkamahagung.go.id/&lc=en-
ID&s=1&m=130&host=www.google.co.id&ts=1510365492&sig=ANTY L3VCRhpxnr3ysOQv
RIPZM iJa94EQ, diakses pada 11 November 2017 pukul 9:50 WIB.

20 PTUN Jakarta, “SIWAS Mahkamah Agung”, http://ptun-
jakarta.go.id/?page id%3D5148&¢ei=S4n93 kg&lc=en-
ID&s=1&m=130&host=www.google.co.id&ts=1510365295&sig=ANTY_ L1kpzXbYkXGvwEO00
77 AMaEKScT9Aw, diakses pada 11 November 2017 pukul 9:45 WIB.


https://siwas.mahkamahagung.go.id/&lc=en-ID&s=1&m=130&host=www.google.co.id&ts=1510365492&sig=ANTY_L3VCRhpxnr3ysOQvRlPZM_iJa94EQ
https://siwas.mahkamahagung.go.id/&lc=en-ID&s=1&m=130&host=www.google.co.id&ts=1510365492&sig=ANTY_L3VCRhpxnr3ysOQvRlPZM_iJa94EQ
https://siwas.mahkamahagung.go.id/&lc=en-ID&s=1&m=130&host=www.google.co.id&ts=1510365492&sig=ANTY_L3VCRhpxnr3ysOQvRlPZM_iJa94EQ
http://ptun-jakarta.go.id/?page_id%3D5148&ei=S4n93_kg&lc=en-ID&s=1&m=130&host=www.google.co.id&ts=1510365295&sig=ANTY_L1kpzXbYkXGvwE00ZZAMaEKScT9Aw
http://ptun-jakarta.go.id/?page_id%3D5148&ei=S4n93_kg&lc=en-ID&s=1&m=130&host=www.google.co.id&ts=1510365295&sig=ANTY_L1kpzXbYkXGvwE00ZZAMaEKScT9Aw
http://ptun-jakarta.go.id/?page_id%3D5148&ei=S4n93_kg&lc=en-ID&s=1&m=130&host=www.google.co.id&ts=1510365295&sig=ANTY_L1kpzXbYkXGvwE00ZZAMaEKScT9Aw
http://ptun-jakarta.go.id/?page_id%3D5148&ei=S4n93_kg&lc=en-ID&s=1&m=130&host=www.google.co.id&ts=1510365295&sig=ANTY_L1kpzXbYkXGvwE00ZZAMaEKScT9Aw
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suap untuk Dewi dan Hendra diduga terkait dengan penanganan perkara
nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017 PN Bgl dengan terdakwa Wilson. Commitment
fee untuk keduanya diduga Rp 125 juta.”' Hal yang dilakukan oleh hakim dan
panitera itu membuat integritas daripada hakim itu sendiri menjadi jatuh.
Padahal di KEPPH (Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim), integritas menjadi
kunci utama menjadikan profesi hakim tergolong sebagai profesi yang mulia
dan di awasi langsung oleh Allah SWT. Tetapi nyatanya beberapa hakim
yang ada memandang pengawasan oleh MA adalah main-main sehingga
membuat mereka melakukan hal sewenang-wenang dan mencederai peradilan
atas perbuatannya.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung juga sudah
terdapat pada pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016
Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya bahwa “Pengawasan
sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dilaksanakan paling sedikit dengan: a.
Memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai
dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan
berhasilguna; b. Meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas bawahan; c. Mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan

penyimpangan serta kesalahan yang terjadimenentukan sebab dan akibatnya

! Dewi Suryana, “KPK Periksa Hakim Dewi Terkait Kasus Korupsi Dagang Perkara”,
http://nasional.kompas.com/read/2017/09/07/22251511/kpk-tetapkan-hakim-dan-panitera-pn-
tipikor-bengkulu-sebagai-tersangka&ei=IqpBNJOg&lc=en-
ID&s=1&m=130&host=www.google.co.id&ts=1510366262&sig=ANTY_L35euyBCW_16dJOw
ofgx-4wtFeNug&lite refresh=1510367781287, diakses pada 11 November 2017 pukul 10:00
WIB.


http://nasional.kompas.com/read/2017/09/07/22251511/kpk-tetapkan-hakim-dan-panitera-pn-tipikor-bengkulu-sebagai-tersangka&ei=IqpBNJ0q&lc=en-ID&s=1&m=130&host=www.google.co.id&ts=1510366262&sig=ANTY_L35euyBCW_I6dJOwofgx-4wtFeNug&lite_refresh=1510367781287
http://nasional.kompas.com/read/2017/09/07/22251511/kpk-tetapkan-hakim-dan-panitera-pn-tipikor-bengkulu-sebagai-tersangka&ei=IqpBNJ0q&lc=en-ID&s=1&m=130&host=www.google.co.id&ts=1510366262&sig=ANTY_L35euyBCW_I6dJOwofgx-4wtFeNug&lite_refresh=1510367781287
http://nasional.kompas.com/read/2017/09/07/22251511/kpk-tetapkan-hakim-dan-panitera-pn-tipikor-bengkulu-sebagai-tersangka&ei=IqpBNJ0q&lc=en-ID&s=1&m=130&host=www.google.co.id&ts=1510366262&sig=ANTY_L35euyBCW_I6dJOwofgx-4wtFeNug&lite_refresh=1510367781287
http://nasional.kompas.com/read/2017/09/07/22251511/kpk-tetapkan-hakim-dan-panitera-pn-tipikor-bengkulu-sebagai-tersangka&ei=IqpBNJ0q&lc=en-ID&s=1&m=130&host=www.google.co.id&ts=1510366262&sig=ANTY_L35euyBCW_I6dJOwofgx-4wtFeNug&lite_refresh=1510367781287
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serta cara mengatasinya; d. Merumuskan tindak lanjut dan mengambil
langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dengan
memperhatikan kewenangan pejabat/instansi yang terkait; dan e.
Berkonsultasi kepada atasan langsungnya secara berjenjang dalam rangka

meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukannya.”

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
mengatur 3 (tiga) macam bentuk pengawasan yaitu (1) pengawasan
menyangkut penyelenggaraan peradilan, (2) pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan,dan (3) pengawasan terhadap
perilaku hakim. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi
menyangkut penyelenggaraan peradilan dan terhadap pelaksanaan tugas
administrasi dan keuangan. Adapun pengawasan terhadap perilaku Hakim
Agung dan hakim yang berada dalam lingkungan Mahkamah Agung yang
meliputi lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara dan lingkungan peradilan agama
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi
Yudisial sebagai pengawas eksternal. Sebagai implementasinya maka
lahirlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam bentuk Surat
Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/ KMA/SKB/IV/2001 dan

02/SKB/P.KY/IV/2009. Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dipandang

** Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan
Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
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sebagai wujud semangat membersihkan peradilan Indonesia inipun kemudian

di judicial review di Mahkamah Agung.”

Menjadi penting bahwa sistem pengawasan hakim yang dilakukan oleh
Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini di bahas
karena sampai dengan saat ini, masih saja di temukan adanya para hakim
yang diketahui melakukan tindak pidana korupsi maupun pelanggaran kode
etik hakim yang biasa di sebut KEPPH (Kode Etik Pedoman dan Perilaku
Hakim) sehingga dapat menyebabkan rusaknya integritas dan akuntabilitas
hakim maka dari itu perlu adanya penelitian lebih lanjut perihal hal tersebut.
Maka perlu halnya penelitian yang memberikan secara komprehensif
mengenai sistem pengawasan hakim oleh Badan Pengawasan Mahkamah
Agung Republik Indonesia dan di tinjau dari Figh Siyasah schingga dapat
diketahui secara pasti seberapa bagaimanakah sistem pengawasan dari
lembaga tersebut. Pengawasan yang dilakukan secara internal yang
dijalankan oleh Mahkamah Agung memberikan pertanyaan besar pada
kalangan orang awam diluar sana untuk lebih jauh mengetahui seluk beluk

peradilan.

Adapun dalam peradilan islam, Figh Siyasah merupakan hukum yang
mengatur suatu negara antara lain meliputi bidang siyvasah dusturiyah
(siyasah perudang —undangan),siyasah maliyat (siyasah keuangan),siyasah

gadhaiyat (siasah peradilan),siyasah harbiat (siyasah peperangan),dan

2 Isnaldi, “Sistem Pengawasan Internal dan EksternalTerhadap Hakim Agung dan
Hakim Konstitusi Di Indonesia” (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013), 1-5.
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siyasah idariat (siyasah administrasi).”* Di ketahui sistem pengawasan di era
kejayaan islam pada zaman nabi yaitu A/-hisbah atau Wilayah Al-hisbah
yang lebih dikenal pada zaman dahulu yaitu pengawasan yang baik. Perlu
munculkannya Wilayah Al-hisbah ini karena sesuai dengan sabda nabi yang
memerintahkan untuk menyelesaikan permasalahan untuk mengharuskan
pelaksanaan undang-undang, bertanggung jawab terhadap segala perbuatan
yang dilakukan, menyeru untuk berbuat baik serta melarang hal-hal yang
cenderung tidak medatangkan maslahat bagi umat. Yang melakukan tugas
Al-hisbah ini yaitu muhtasib>® Demi penegakan peradilan yang bersih dan
adil serta terhindar dari kesewenangan, badan ini memberikan peringatan
yang dilaksanakan sebagai tindakan bagi peradilan yang baik di zaman

tersebut. Begitupun seperti didalam surat Ali ‘Imran ayat 104 yang berbunyi

P /o’;/ T . Eod T . ,/"a P Z,/ 7./’.9 E B ,,"4’25) w J/a/
Eyly Seall o G3ias Sl 0als AT ) 0,83 B 1S4 ST

i)
(-\
,i‘

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari
yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*

Selain itu pula dalam Figh Siyasah terdapat siyasah qadha’iyah yang

berarti lembaga peradilan sehingga dapat pula masuk dalam wilayah ini

24 J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 39.

* Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), 125-128.

** Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar
ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.
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karena tergolong dalam wilayah peradilan.”’ Peradilan yang dalam penelitian
ini merupakan peradilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat pada
putusannya sesuai dengan perkara atau kasus yang di terimanya. Adapula
mashlahah al-mursalah yang memandang segala sesuatunya agar sesuai
dengan kemaslahatan dan kepentingan masyarakat.”® Pada penelitian ini

lebih condong kepada Figh Siyasah yang fokus kepada al-hisbah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk perlu melakukan
penelitian lebih jauh tentang “Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Sistem

Pengawasan Hakim Oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung’.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis

mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Latar belakang munculnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung
Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Surabaya.

2. Kedudukan dan kewenangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

3. Sistem pengawasan hakim yang di lakukan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Surabaya.

4. Sistem pengawasan hakim yang di tinjau dari Figh Siyasah.

7 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Gaya Media Pertama, 2001), 14.

* A. Djazuli, Figh Siyasah: Impelementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 32.
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5. Figh Siyasah menggunakan Wilayah Al-hisbah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini, sangat

penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Analisis Figh Siyasah terhadap sistem pengawasan hakim oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung.
2. Analisis Figh Siyasah terhadap sistem pengawasan hakim di Pengadilan

Negeri Surabaya.

C. Rumusan Masalah
Dengan demikian dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam
skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana analisis Figh Siyasah terhadap sistem pengawasan hakim
oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung?
2. Bagaimana analisis Figh Siyasah terhadap sistem pengawasan hakim di

Pengadilan Negeri Surabaya?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi penelitian terdahulu yang
terkait kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi

penelitian.”

* Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petuntuk
Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014),
8.
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Setelah penulis menelusuri penelitian terdahulu yang relevan sebelumnya,
penulis menemukan skripsi yang berkaitan dengan tinjauvan Figh Siyasah
terhadap sistem pengawasan hakim oleh badan pengawasan Mahkamah
Agung Republik Indonesia yakni:

1. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fadlil Sumadi pada tahun 2012 yang
berjudul “Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung Terhadap
Pengadilan Di Bawahnya’. Adapun jurnal ini membahas tentang
pengawasan dan pembinaan Mahkamah Agung yang dilakukan kepada
Pengadilan-pengadilan di bawahnya terutama adanya kewenangan
khusus oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
untuk menyelenggarakan kewenangan Mahkamah Agung berupa
pengawasan.”’

2. Skripsi yang ditulis oleh Laila Humaidah pada tahun 2017 yang berjudul
“Penerapan Kode FEtik dan Sistem Pengawasannya Di Pengadilan
Agama Bantaeng Kelas II”. Adapun skripsi ini membahas tentang
penerapan kode etik dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam mewujudkan peradilan
yang jujur dan bersih.”'

3. Jurnal yang ditulis oleh Kevin Angkouw pada tahun 2014 yang berjudul
“Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawasan Internal Tugas Hakim

Dalam Proses Peradilan”. Adapun jurnal ini membahas tentang fungsi

% Ahmad Fadlil Sumadi,” Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung Terhadap
Pengadilan Di Bawahnya”, (Jurnal — Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012)

*! Laila Humaidah, “Penerapan Kode Etik dan Sistem Pengawasannya Di Pengadilan
Agama Bantaeng Kelas 1I”, (Skripsi—UIN Alauddin Makassar, 2017)
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dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai Lembaga
tertinggi Peradilan khususnya pada kekuasaan kehakiman dan menjadi

pengawasan tertinggi bagi peradilan dibawahnya.*>

Diketahui penelitian terdahulu yang relevan hanyalah demikian
diatas, sebab untuk pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung
khususnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai badan yang
dibentuk secara mandiri dalam instansi Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Penulis perlu membaca lebih lanjut artikel-artikel dan buku-

buku yang terkait dengan penelitian yang dikaji.

E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana
rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci
tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:
1. Untuk mengetahui analisis Figh Siyasah terhadap sistem pengawasan
hakim oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
2. Untuk mengetahui analisis Figh Siyasah terhadap sistem pengawasan

hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoretis

% Kevin Angkouw, “Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawasan Internal Tugas
Hakim Dalam Proses Peradilan”,(Jurnal—Lex Administratum Vol II, April-Juni 2014)
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Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan
melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya masalah tinjauan
Figh Siyasah terhadap sistem pengawasan hakim oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung dan juga sistem pengawasan hakim di
Pengadilan Negeri Surabaya sehingga bermanfaat bagi mahasiswa
Fakultas Hukum Dan Syari’ah serta civitas akademika Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya yang ingin lebih mendalami masalah
pengawasan hakim serta bermanfaat bagi semua pihak yang
berkepentingan dengan inti permasalahan. Penelitian ini juga diharapkan
untuk mengembangkan hukum peradilan, khususnya dalam hal sistem
pengawasan hakim. Dan juga untuk menambah keilmuan hukum,
khususnya hukum di peradilan.

. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang
terkait dalam bidang peradilan, baik pihak dari peradilan maupun pihak
yang berperkara. Untuk kedua belah pihak, penelitian ini bermanfaat
untuk menggambarkan secara nyata mengenai aturan hukum sistem
pengawasan hakim, khususnya mengenai analisis Figh Siyasah terhadap
sistem pengawasan hakim oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung
dan sistem pengawasan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga
dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga
peradilan serta mengurangi kekhawatiran pihak masyarakat dengan

adanya SIWAS MA-RI. Dan akan dapat memotivasi masyarakat secara
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umum untuk mempercayakan penyelesaian masalahnya pada lembaga
peradilan. Selain itu juga agar dapat menghilangkan anggapan bahwa
masyarakat adalah pihak yang bisa dikalahkan atau diabaikan
kepentingannya.

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi para praktisi hukum
sehingga diharapkan mampu untuk kedepannya membenahi sistem
hukum peradilan menjadi lebih baik lagi, khususnya mengenai sistem
pengawasan hakim yang disedikan oleh Mahkamah Agung khususnya
oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung kepada masyarakat yang

ingin melaporkan perilaku hakim dan sebagainya mengenai peradilan.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami suatu judul penelitian, maka perlu diuraikan

pengertian setiap variabel secara terperinci dan bersifat operasional, adapun

variabel yang pertama, sistem pengawasan oleh Badan Pengawasan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, kedua tinjuan Figh Siyasah, adapun

penjelasannya sebagai berikut:

1.

Figh Siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah ilmu hukum yang
mengatur tentang peraturan-peraturan (regulasi) yang memegang teguh
syariah dengan memandang kamaslahatan umat.

Al-hisbah yang merupakan pengawasan yang baik menurut al-Mawardi

bahwa suatu perintah terhadap kebaikan (ma’ruf) bila terjadi
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penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila
muncul kemungkaran.

Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat unsur
yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
. Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penilikan dan
penjagaan

Sistem pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah
cara untuk melakukan pengamatan, pemnatauan, identifikasi, terhadap
sebuah objek tertentu.

. Hakim menurut R. Abdoel Djamali adalah penegak hukum dan keadilan
berdasarkan pancasila dengan jalan manafsirkan hukum dan mencari
dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya.

. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat
Bawas MA-RI) adalah salah satu unit aselon I pada MA RI yang bertugas
membantu sekretaris MA-RI dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas di lingkungan MA dan pengadilan di semua
lingkungan peradilan.

. Mahkamah Agung adalah pengawasan tertinggi yang ruang lingkup
pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Mahkamah Agung meliputi
organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaannya maupun di

Mahkamah Agung itu sendiri.



24

9. Pengadilan adalah lembaga kehakiman yang menjamin tegaknya keadilan
melalui penerapan undang-undang dan kitab undang-undang (wet en

wetboek).

H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan pada penlitian ini menggunakan
penelitian secara sosiologi hukum. Sosiologi hukum atau yang biasa
disebut sebagai yuridis-sosiologis mempunyai objek kajian mengenai
perilaku masyarakat. Perilaku yang dikaji adalah perilaku yang timbul
akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul
sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan
perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku
masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan
sebuah ketentuan positif.”
2. Karakteristik Objek Penelitian
Adapun karakteristik dari objek penelitian yang dilakukan oleh
penulis yang mana objek penelitiannya adalah Pengadilan Negeri
Surabaya. Jika diketahui bahwa Pengadilan Negeri adalah pengadilan
yang terbuka untuk umum dan meliputi perkara-perkara yang tidak
hanya perdata melainkan juga pidana. Dari objek penelitian yang bersifat

terbuka untuk umum ini, membuat penulis merasa perlu dilakukan

33 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris ,
(Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), 152.
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penelitian karena karakternya yang menjadi pengadilan tingkat pertama
di Surabaya yang terakreditasi A serta kelas KHUSUS kelas 1A yang
representatif dan membawahi pengadilan niaga, pengadilan hubungan
industrial dan sebagainya sehingga penulis perlu mengetahui secara lebih
lanjut implikasi dan implementasi dari Sistem Pengawasan Mahkamah
Agung Republik Indonesia (SIWAS MA-RI) yang dilakukan oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung. Mengingat pula bahwa untuk
mengetahui bagaimana sistem pengawasan itu berjalan dengan baik atau
tidak, maka perlunya opini dari para hakim Pengadilan Negeri terkhusus

di Surabaya.

. Waktu dan Tempat Penelitian

Untuk waktu, dilakukan penelitian pada tanggal 1 sampai 12
Januari pukul 08.00 WIB sampai pukul 09.00 WIB dan untuk tempat
penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya yang beralamat di

Jalan Arjuno Surabaya.

4. Data dan Sumber Data

a. Jenis Data
Berisi tentang jenis/ bentuk data apa yang diperoleh dalam

penelitian atau data yang dikumpulkan :**

** Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk

Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014),

14.
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1) Data mengenai sistem pengawasan hakim Pengadilan Negeri
Surabaya oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

2) Teknik pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung
kepada Pengadilan Negeri Surabaya dan mengetahui
bagaimana jika terdapat laporan pelanggaran.

3) sistem pengawasan hakim Pengadilan Negeri Surabaya oleh
Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) Jenis pelanggaran yang dilaporkan/ditemui.

b. Sumber Data
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang
dingkat penulis, maka dalam hal sumber penelitian, akan dibagi
menjadi dua yaitu: sumber data yang bersifat primer dan sumber
data yang bersifat sekunder:

1) Sumber data primer adalah sumber data atau informasi yang
diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan
informasi dari sumber pertama yang disebut dengan responden.””
Dalam penelitian ini adalah berupa hasil interview dengan
hakim pengawas pada Pengadilan Negeri Surabaya terkait
sistem pengawasan hakim oleh Badan Pengawasan Mahkamah

Agung. Dalam hal ini:

% Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2006), 16.
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Bapak Dwi Winarko, SH., MH sebagai hakim anggota di
Pengadilan Negeri Surabaya.
Bapak Dedi Fardiman, SH., MH sebagai hakim anggota di
Pengadilan Negeri Surabaya.
Bapak Timur Pradoko, SH., MH sebagai hakim anggota di

Pengadilan Negeri Surabaya.

2) Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data

yang ditemui dilapangan ataupun buku-buku/ peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.’® Yang

dimaksud dengan data sekunder adalah:

a)

Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap Di Indonesia,
(Bandung: PT Refika Aditama, 2007).

Basiq Djalil, Peradilan Islam,(Jakarta: AMZAH,2012).

Data para hakim yang melakukan pelanggaran.

Hasil wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan
Negeri Surabaya.

Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2016 Tentang
Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 Tentang

Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di

% 1bid., 17.
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Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di
Bawahnya.

g) Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan ( Whistleblowing System)
Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada

Dibawahnya.

5. Teknik Pengumpulan Data
a. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian tersebut

digunakan teknik sebagai berikut:

1) Wawancara atau inferview Wawancara adalah percakapan
dengan maksud memperoleh keterangan. Percakapan itu
dilakukan oleh pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan
pertanyaan) serta yang diwawancarai (yang memberikan
jawaban atas pertanyaan) tersebut.’’ Dalam penelitian ini
penulis mengadakan wawancara pembicaraan formal dengan
hakim-hakim pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Kota Surabaya serta para pengunjung yang
berhak melakukan pengawasan juga serta dapat merasakan
langsung sistem pengawasan hakim dengan adanya aplikasi
Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik

Indonesia (SIWAS MA-R]) tersebut.

*7 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi Format-format Kuantitatif
dan Kualitatit untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan
Pemasaran, (Jakarta: Kencana, 2013), 130.
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2) Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang
digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Berupa
pengamatan, pencatatan serta mempelajari berkas-berkas
Pengadilan Negeri Surabaya terkait dengan sistem pengawasan
hakimnya. **

6. Teknik Analisis Data
Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini
adalah deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif.
a. Deskriptif
Suatu cara menguraikan atau menggambarkan data yang ada
sehingga diperoleh pemahaman secara menyeluruh.”® Dalam hal ini
data yang bersangkutan dengan Tinjauan Figh Siyasah sistem
pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
b. Induktif
Induktif Adalah pola pikir yang membahas persoalan berangkat
dari fakta/kasus dan hal-hal bersifat khusus®® mengenai sistem
pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia
untuk kemudian dibuktikan dengan melakukan studi lapangan
dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara

lalu ditarik suatu kesimpulan dengan memaparkan hal-hal yang

38 110
Ibid.
% Jalaluddin Rahmad, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 1991), 24.
% Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,
2009), 19.
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bersifat umum serta dianalisis secara umum tentang sistem

pengawasan hakim menurut tinjauvan Figh Siyasah.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan Skripsi
ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis akan
mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun Sistematika
Pembahasan pada Skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan pembahasan
sebagai berikut:

Bab Pertama : Bab ini berisi uraian Pendahuluan yang berisi gambaran
umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami Pembahasan Bab
berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan
mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada bab pertama ini pada
dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi : Latar Belakang
Masalah, Identitikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian
Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional,
Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.*!

Bab Kedua : Bab ini menjelaskan kajian tentang Landasan Teori
mengenai Wilayah Al-hisbah dalam Figh Siyasah yang terdiri dari pengertian
Wilayah Al-hisbah, sejarah singkat A/-Hisbah, Tugas dan wewenang A/-

Hisbah, Kriteria Muhtasib, pengawasan paling tinggi.

! Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2010), 56.
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Bab Ketiga : Bab ini menguraikan tentang memuat data hasil
penelitian yang terdiri dari sistem pengawasan hakim oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung dan sistem pengawasan hakim di Pengadilan
Negeri Surabaya.

Bab Keempat : Bab ini memuat dialog antara bab dua dan bab tiga yang
berisi analisis Figh Siyasah Terhadap Sistem Pengawasan Hakim Oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Sistem Pengawasan
Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bab Kelima : Penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi
kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dibahas dalam keseluruhab
penelitian di atas yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan rumusan
singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Serta

saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.



BABII
WILAYAH AL-HISBAHDALAM FIQH SIVASAH

A. Wilayah Al-Hisbah Dalam Figh Siyasah

Dikalangan umat islam ada pendapat bahwa islam adalah agama yang
terdapat sistem politik dan ketatanegaran, sistem ekonomi, sistem sosial dan
sebagainya. Misalnya Riyad Rida, Hasan Al-Banna dan Al-Maududi
meyakini bahwa “islam adalah agama yang serba lengkap”. Di dalamnya
terdapat ajaran yang antara lain terdapat sistem ketatanegaraan atau politik.

Figh secara etimologi (bahasa) adalah pengertian atau paham' dari
maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap
maksud-maksud perkataan dan perbuatan.” Sedangkan menurut terminologis
(istilah), Figh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan
syara’ mengenai amal perbuatan. Jadi, Figh merupakan pengetahuan
mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah yang
disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain
fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.

Kata Siyasat berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus
dan memerintah. Abdul Wahhab Khallaf yang mengutip ungkapan Al-
Magqrizi menyatakan arti kata siyasat adalah mengatur. Menurut etimologi

(bahasa) mengandung arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah,

' Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Figh, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 17
* I. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Yogyakarta:
Ombak, 2014), 23.

32
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memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya
bersifat politis untuk mencapai siyasah. Sedangkan menurut terminologis
(istilah) bahwa siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara
membawa kemaslahatan.’

Dalam konteks pengertian tersebut tugas fikih siyasah adalah
mempelajari segala sebab musabab, segala masalah dan aspek yang berkaitan
antara lain dengan asal-usul negara dalam sejarah islam, sejarah
perkembangannya, organisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan
umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat
oleh penguasa. Adanya hubungan antara fikih dan fikih siyasah atau siyasah
syar’iyah dalam sistem hukum islam. Baik fikih maupun siyasah syar’iyah
adalah hukum-hukum islam yang digali dari sumber yang sama dan
ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya
dari sisi lain, fikih siyasah dipandang sebagai bagian dari fikih atau dalam
kategori fikih. Bedanya terletak pada pembuatannya. Fikih ditetapkan oleh
mujtahid. Sedangkan siyasah syar’iyah ditetapkan oleh pemegang
kekuasaan.’

Objek yang dikaji dalam Figh Siyasah menurut Hasbi Ash Shiddieqy
ini meliputi siyasah dusturriyah syar’iyyah, siyasah tasyri’iyyah syar’iyyah,

siyasah gada’iyyah syar’iyyah, siyasah maliyah syar’iyyah, siyasah idariyah

* bid., 25.
*Ibid., 29.
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syar’iyyah, siyasah kharijiyyah syar’iyyahl siyasah dawliyah, siyasah

tanfiziyyah syar’iyyah, siyasah harbiyyah syar’iyyah.’

Menurut A.Djazuli, berkenaan dengan pola hubungan antarmanusia
yang menuntut pengaturan siyasah, dibedakan: Figh siyasah dusturiyyah,
yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang
satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas

administratif suatu negara.

Figh siyasah dawliyyah, yang mengatur antara warga negara dengan
lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga
negara dari negara lain. Figh siyasah maliyyah yang mengatur tentang

pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.’

Jika mengkaji tentang peradilan islam, tentu tidak akan lepas dari
pengadilan, karena keduanya senantiasa melekat dan tidak mungkin
dipisahkan, bagaikan anak panah dengan busurnya. Karena pada dasarnya,
pengadilan itu merupakan tempat diselenggarakannya peradilan. Dalam fikih

islam ada tiga bentuk Wilayah peradilan, yakni:’

Wilayah al-Qada’ yakni lembaga peradilan dengan kekuasaan
menyelesaikan berbagai kasus, disebut juga peradilan biasa. Wilayah al-

Mazalim, yakni lembaga peradilan yang menangani berbagai kasus

> A.Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 30.

®Ibid., 31.

7 Alaiddin Koto, et al., Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 15.
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penganiayaan penguasa terhadap rakyat dan penyalahgunaan wewenang oleh
penguasa dan perangkatnya. Wilayah al-Hisbah, yakni lembaga peradilan
yang menangani berbagai kasus pelanggaran moral dalam rangka amar

ma’ruf nahi munkar.

Jaenal Aripin, menambahkan satu lagi wilayah peradilan dalam Islam,
yakni wilayah al-Mahkamah al-Asykariyyah. Lembaga peradilan ini mulai
ada pada masa pemerintahan Bani Abbas. Nama lainnya adalah peradilan
militer. Hakimnya adalah qadhi al-jund atau qadhi al-asykar. Tugasnya
menghadiri sidang-sidang yang menyangkut tentang anggota militer atau

8
tentara.

1. Peradilan Pada Masa Nabi

Nabi adalah seseorang yang mempunyai otoritas penuh dalam
mempresentasikan pesan-pesan dalam wahyu Ilahi, yang disampaikan
kepadanya dan sekaligus menyampaikan operasionalisasi dari pesan-
pesan itu sendiri. Pada awal islam tepatnya pada periode mekkah,
berawal dari risalah kenabian sampai peristiwa hijrah yang berlangsung
12 tahun 5 bulan 13 hari, Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas
pokok menguatkan bingkai akidah Islamiah kepada para pengikutnya,
membumikan Islam, dan pemantapan keimanan dan moral yang akan

menjadi landasan kuat bagi penerapan hukum pada periode berikutnya.

¥ Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2008), 169.
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Pada periode ini, syariat islam belum sampai pada tataran praktik yang
bersifat hukum atau yang dikenal dengan figh.

Pada periode madinah (marhalat al-Madaniyah), islam telah
mantap pada hati kaum muslim yang diikuti dengan turunnya ayat-ayat
berupa hukum, seperti hukum keluarga, pernikahan, tala, waris, pidana,
dan hal-hal yang kini banyak dikaji dalam kajian-kajian figh.”

Di Madinah, Nabi menampilkan dirinya untuk menyelesaikan
persengketaan-persengketaan dan memberikan fatwa-fatwa, selain
menyampaikan kepada manusia apa yang diwahyukan Allah kepadanya
tentang hukum-hukum yang ditanyakan kepadanya.'

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Figh telah ada dan
berkembang pada periode Madinah. Pada masa ini Nabi adalah satu-
satunya sumber hukum islam, baik apa-apa yang bersumber dari Al-
Qur’an ataupun ijtihad nabi sendiri.

Setiap permasalahan yang ditemui para sahabat dalam masalah
hukum, mereka langsung menemui nabi untuk mendapat jawabannya.
Dalam masalah shalat misalnya, ketika Al-Qur’an hanya memberikan
perintah Allah, Nabi menjelaskan kepada sahabat tentang praktik dan
waktu shalat sebagai penjabaran perintah shalat, begitu pula dengan hal-

hal ibadah lainnya. Dalam persoalan mualamalat yang bersifat umum,

® Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), 135.
" Muhammad Salam Madzkur, A/-Qadha fi Al-Islam Peradilan Dalam Islam,
(terjemahan Drs. Imran. A.M.), (Surabaya: PT. Bina [Imu, 1982), 37.
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nabi lebih banyak menggunakan nalar dalam memahami ayat hukum
untuk dapat dilaksanakan secara praktis oleh para sahabatnya.''
Keputusan-keputusan nabi ketika memutuskan hukum terhadap
hak-hak manusia berdasarkan atas zahirnya perkara, dan dengan sumpah
apabila tidak ada bukti. Hal ini dilakukan semata-mata berdasarkan
ijtihad bukan wahyu. Allah telah memerintahkan nabinya untuk
membimbing dan agar memutuskan hukum dengan apa yang ia turunkan

kepadanya. Sebagaimana firman Allah:

Artinya :

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka

menurut apa yang diturunkan Allah. (QS. A/-Ma’idah (5): 49)"2
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Artinya :

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan
membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan

apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi

" Basiq Djalil, Peradilan Islam, 136.
12QS. Al-Ma’idah (5): 49
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penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang

yang khianat."* (QS. An-Nisa’ (4): 105).

B. Pengertian Wilayah al-Hisbah

Secara etimologi a/l-hisbah merupakan kata benda yang berasal
dari kata al-ihtisab arytinya “menahan upah”, kemudian maksudnya
meluas menjadi “pengawasan yang baik”. Sedangkan secara terminologi,
al-Mawardi mendifinisikan dengan ‘“suatu perintah terhadap kebaikan
(ma’ruf) bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaaran dan mencegah
kemungkaran bila muncul kemungkaran™.'* Istilah lainnya yang hampir
sama adalah Hisbah dedefinisikan sebagai “memerintahkan hal-hal yang
baik (ma’ruf) ketika telah mulai ditinggalkan dan mencegah atau
melarang kemungkaran ketika dikerjakan”. Selain itu jika di telisik secara
perkata al-hisbah biasa disandingkan dengan Wilayah al-Hisbah yang
mana Wilayah sendiri secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan,
dan pemerintahan."> Sedangkan al-hisbah, seperti yang sudah dijelaskan
sebelumnya. Sehingga jika digabungkan kedua kata tersebut memiliki arti
pengawasan tertinggi/ Mahkamah Agung (jika instansi tertinggi peradilan

di Indonesia). Kriteria kebaikan (ma’ruf) yaitu segala perkataan,

" Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian
yang dilakukan Thu'mah dan ia Menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi.
Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang
Yahudi. hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada Nabi s.a.w. dan mereka meminta
agar Nabi membela Thu'mah dan menghukum orang-orang Yahudi, Kendatipun mereka tahu
bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, Nabi sendiri Hampir-hampir membenarkan
tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi.

" Ibid., 125.

' Basiq Djalil, Peradilan Islam, 113.
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perbuatan atau niat yang baik yang diperintahkan dalam syariat.
Sedangkan perbuatan mungkar merupakan suatu perkataan, perbuatan
atau niat yang buruk yang dilarang oleh syariat.

Dasar hukum Wilayah al-Hisbah sebagaimana firman Allah dalam

surah Ali ‘Imran (3) ayat 104 dan 110 sebagai berikut:
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Artinya :

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. A// ‘Imran (3) ayat

104)
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Artinya :
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan

beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih
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baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan

mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. A/i ‘Imran (3) ayat 110)

Sabda Nabi :
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Artinya:

Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan
tangannya. Jika ia tidak bisa, maka rubahlah dengan mulutnya. Jika ia
tidak bisa juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya

iman.16

Menurut Sam’un dalam bukunya yang berjudul Hukum Peradilan
Islam bahwa Wilayah hisbah adalah lembaga pelaksana kekuasaan
kehakiman yang dibentuk oleh pemerintah yang berisi orang-orang yang
ahli dan juga ditunjuk oleh pemerintah, memiliki kewenangan untuk
menegakkan kebaikan dan mencegah kezaliman (menegakkan kewajiban

jika diabaikan dan mencegah kebathilan yang terbukti dilakukan)."”

Peletak sistem a/l-hisbah untuk merealisasikan kewajiban atau
prinsip amar ma’ruf nahi mungkar yang dikukuhkan dalam islam dan

ajarannya adalah Khalifah Umar bin al-Khaththab r.a. Dia sendiri yang

' Lidwa Pusaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadist, (HR. Muslim No.70).
17 Sam’un, Hukum Peradilan Islam, Cet.1, (Surabaya: UIN SA Press), 127.
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langsung melakukan pengawasan dan kontrol terhadap keadaan dan
situasi pasar guna mencegah praktik-praktik penipuan, meronda pada
malam hari untuk mengetahui keadaan kaum muslimin, menangani para
pelaku kezaliman dan penyimpangan, menangkap dan menghukum para
pelaku kejahatan. Akan tetapi, penggunaan istilah ini baru dikenal pada

masa pemerintahan Abbasi.'®

C. Sejarah Singkat A/-hisbah
Sebenarnya awal mulanya Wilayah al-Hisbah ini sudah ada sejak
masa Nabi, yaitu pada suatu hari Nabi melewati setumpuk biji gandum,
tangan Nabi sampai pada biji gandum yang masih basah. Maka Nabi
berkata,’’hai pedagang gandum, apa ini? Pedagang gandum berkata, “
kehujanan ya Rasulullah.”” Lalu Nabi berkata kembali,”” kenapa tidak
engkau taruh diatas saja sehingga para pembeli mengetahuinya?’’ lalu
Nabi berkata,” barang siapa menipu maka bukan termasuk golongan kami.
Maka nyata, bahwa penjual makanan itu berlaku curang, menampakkan
yang baik dan menyembunyikan yang buruk. Kemudian Nabi mengangkat

beberapa orang petugas untuk memperhatikan keadaan pasar.'’ Dalam

menegakkan a/-hisbah Nabi tidak sendiri, beliau dibantu oleh para

'® Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu 8, (Terjemahan Abdul Hayyie al-
Kattami, dkk), Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 384.

" Teungku Muhammad Hasbi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: Pustaka
Rizki Putra, 1997), 97.



42

sahabat, misalnya setelah Fath al-Makkah Nabi menugaskan Said bin
Umayyah menjadi pengawas pasar Mekkah.”

Pada masa rasulullah, sikap dan tindakan yang dilakukan
Rasulullah Saw, dalam mencegak kemungkaran itu, menurut pendekatan
fikih gada’i dikenal dengan praktik hisbah, yaitu sebagai pengendali dan
pengawasan atas perilaku dan interaksi masyarakat. Sedangkan
Rasulullah Saw sendiri dalam kaitan itu selaku penegak amar ma’ruf nahi
munkar disebut muhtasib. Kedudukan Rasulullah sebagai muhtasib, baik
qadha maupun hisbah, apabila dikaitkan dengan pribadi Rasulullah, sama-
sama terdapat ilzamnya (daya ikat/keterkaitan). Dengan demikian, hisbah
Rasulullah tersebut sangat berbeda dengan hisbah yang berkembang pada
periode berikutnya.*'

Setelah Nabi wafat tradisi a/-hisbah ini masih tetap berlanjut pada
sahabat Umar bin Khattab, ia menugaskan Abdullah bin Utha menjadi
pengawas pasar Madinah. Umar sangat tegas dalam memberlakukan al
hisbah sehingga ia pernah membakar rumah Rasyid as-Saqafi karena ia
tertangkap menjual meniman keras. Juga diriwayatkan bahwa Umar bin
Khattab pernah memukul penyewa unta untuk transportasi lantaran
membebani unta sewanya itu terlalu berat.”> Masa pasca sahabat besar,

keberadaan al-hisbah semakin kuat bahkan menjadi lembaga resmi,

? Muhammad Salam Madzkur, A/-Qadha fi Al-Islam Peradilan Dalam Islam,
(terjemahan Drs. Imran. A.M.), (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), 147-148.

I Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke
Pengadilan Agama di Indonesia, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 24.

** Hasbi Ash-Shiddieqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Yogyakarta: PT Ma’arif,
1994), 99.
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walaupun peraturan-peraturan resmi berkaitan dengan al-hisbah pertama
kali muncul pada masa Umar bin Khattab, tetapi istilah Wilayah al-
Hisbah sendiri baru dikenal pada masa al-Mahdi bin al-Abbas (158-169).

Dalam perkembangan sistem peradilan islam yang terjadi
kemudian hisbah menjadi sebuah lembaga dan petugasnya disebut
(muhtasib) yang bertugas menegakkan kebenaran dan mencegah
kemungkaran dengan dibekali hak istimewa untuk menginvestigasi dan
mencari-cari perilaku kemungkaran yang mungkin dikerjakan.

Dan ternyata lembaga ini jika diruntut memiliki akar histori pada
zaman Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan, bahwa Rasulullah
senantiasa memeriksa keadaan dan kondisi berbagai sisi hidup umatnya.
Suatu ketika, saat berjalan-jalan (melakukan inspeksi) di pasar Nabi
menjumpai kecurangan yang dilakukan oleh seorang pedagang makanan
dan kemudian menegurnya.

Sama halnya dengan Aisbah, peradilan madzalim juga telah
memiliki dasar sejarah di zaman Nabi. Madzalim merupakan institusi
pembelaan terhadap hak-hak rakyat kecil dari seseorang yang
berpengaruh, sehingga sulit untuk pengadilan biasa untuk
menyelesaikannya. Nabi pernah mencotohkan pembelaan mazalim ini

untuk umatnya atas dirinya sendiri dengan mengatakan “barangsiapa yang
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hartanya telah terambil olehku maka inilah hartaku aku silahkan dirinya
mengambilnya”. **

Adapun lembaga sistem peradilan yang lain seperti kepolisian dan
penjara, dari catatan sejarah yang ada dapat disimpulkan tampaknya
kedua institusi tersebut belum pernah ada di zaman Nabi. Sedangkan
konsep “lembaga pengawasan” terhadap peradilan juga bisa ditemukan
dalam sejarah peradilan di zaman Nabi. Fungsi pengawasan itu dilakukan
oleh wahyu Allah terhadap Nabi SAW. Rasulullah juga melakukan
pengawasan serta evaluasi terhadp para sahabat yang ditunjuknya untuk
menjalankan peradilan. Sebagaimana diindikasikan dalam riwayat
Hudzaifah ibn Al-Yaman dan Ali yang usai menyelesaikan putusannya
melaporkannya kepada Nabi, dimana Nabi kemudian membenarkannya.
Jika putusan kedua sahabat ini salah, tentu Nabi akan segera
mengoreksinya.**

D. Tugas Dan Wewenang A/l-hisbah

Tugas dan Wewenang al-hisbah Tugas lembaga a/-hisbah adalah
memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan
haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas a/-hisbah. Tugas hakim adalah
memutuskan perkara terhadap perkara-perkara yang disidangkan dan
menghukum yang kalah serta mengembalikan hak orang yang menang.

Sedangkan tugas muhtasib adalah mengawasi berlakunya undang-undang

» M. Hasan Ubaidillah, Kelembagaan Pemerintahan Islam, cet 1, (Surabaya: UIN
Sunan Ampel Press, 2014), 100.
* Ibid., 101.
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dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jadi,

kedudukan lembaga peradilan lebih tinggi dari pada a/-hisbah.

Fungsi utama Wilayah al-Hisbah adalah sebagai badan pelaksana
kekuasaan kehakiman dalam islam yang bertugas untuk menegakkan
kebaikan dan mencegah kemungkaraln.25 Dalam beberapa kasus, seorang
mufitasib juga bertugas seperti hakim, yaitu pada kasus-kasus yang
memerlukan putusan segera. Hal ini dilakukan karena terkadang ada suatu
masalah yang harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak
yang lebih buruk, dan jika melalui proses pengadilan hakim akan
memakan waktu yang sangat lama. Seorang mufhtasib tidak saja
menyelesaikan sengketa atau mendengar suatu pengaduan dia juga boleh
memberi putusan terhadap suatu hal yang masuk ke dalam bidangnya.
Akan tetapi, muhtasib tidak mempunyai hak untuk mendengar
keterangan-keterangan saksi dalam memutuskan suatu hukum dan tidak
pula berhak menyuruh bersumpah terhadap orang yang menolak suatu
gugatan karena yang demikian itu termasuk dalam kewenangan hakim

pengadilan.”

Jadi, seorang muhtasib harus mampu mengajak masyarakat
menjaga ketertiban umum. Seorang muhtasib diperbolehkan memeriksa
apa saja yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari

kemungkaran, meskipun tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara

» Sam’un, Hukum Peradilan Islam, 130.
*% Hasbi Ash-Shiddieqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, 46.
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berbeda dengan hakim yang harus menghadirkan pihak-pihak berperkara.
Muhtasib berhak atas perlindungan negara selama di dalam hal-hal yang
tidak dimiliki hakim. Karena jabatan hisbah dibentuk untuk pengawasan.
Sedangkan jabatan hakim dibentuk untuk berbuat adil dan ia lebih berhak
besikap lemah lembut dan ramah. Jika hakim keluar dari sifat-sifat
tersebut, dan beralih kepada sifat muhtasib, maka itu tidak diperbolehkan,

karena kedua jabatan tersebut dibentuk untuk tugas yang berbeda.

E. Kriteria Muhtasib
Sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang
hakim pengadilan, seorang mufhtasib pun harus memenuhi syarat-syarat
yang ditetapkan. Ada sedikit perbedaan antara syarat-syarat hakim
dengan muhtasib tetapi secara garis besar syarat-syarat tersebut dapat
dikatakan hampir sama, yaitu ada yang disepakati dan ada pula yang
diperselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat yang disepakati, antara lain:*’

Mukmin, Mukallaf, Mampu melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar.

Mengetahui hukum-hukum syara’ (mana yang diperintahkan dan
mana yang dilarang). Adapun syarat-syarat yang diperselisihkan, antara
lain: **Adil, Tugas muhtasib tersebut mendapat izin pemerintah,
Hendaknya seorang muhtasib mampu berijtihad, tetapi menurut pendapat

yang paling kuat seorang muhtasib tidak harus memiliki kemampuan

%7 Basiq Djalil, Peradilan Islam, 129.
* Ibid., 130.
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berijtihad, ia hanya cukup mengetahui kemungkaran-kemungkaran yang

disepakati oleh para ulama.

F. Pengawasan Paling Tinggi

Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak pernah lepas
dari kontrol dan penglihatan Allah SWT demikian juga terhadap putusan
hakim. Segala yang dilakukan oleh mereka setiap langkah yang diambil
selalu mendapatkan pengawasan dari-Nya. Bahkan Allah mengetahui apa
yang ada dalam pikiran dan hati manusia, dan manusia tidak bisa
menyembunyikan segala yang dilakukannya dari pantauan Allah. Oleh
karena itu, islam menekankan kepada para pemeluknya agar dalam
berbuat sesuatu tetap menggunakan cara-cara yang benar dan menurut
ajaran agama, meskipun orang lain tidak tahu tetapi Allah maha
mengetahui.”

Akhir dari semua pengawasan di dunia pastilah akan
dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT yang maha memiliki apa yang
di bumi dan di langit sebagai pengawasan paling tinggi. Didalam
melakukan pengawasan, ada 3 cara yang dilakukan Allah SWT:*

a. Allah SWT melakukan pengawasan secara langsung
Tidak tanggung-tanggung, Yang Menciptakan kita selalu

bersama dengan kita dimanapun dan kapanpun saja. Bila kita bertiga,

¥ Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana, 2013), 267.

20 Andika Satya, “Konsep Dasar Pengawasan Dalam Islam”,
https://www.google.co.id/amp/s/andikasatya687.wordpress.com/2016/10/05/156/amp/, diakses
pada 23 Desember 2017



https://www.google.co.id/amp/s/andikasatya687.wordpress.com/2016/10/05/156/amp/
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maka Dia yang keempat. Bila kita berlima, maka Dia yang keenam

sebagaimana ayatnya dalam surat A/-Mujadilah (58) ayat 7

Artinya:

Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah
mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan
rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada
(pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan
tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau
lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun
mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka
pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui segala sesuatu.’’ Bahkan Allah SWT teramat
dekat dengan kita yaitu lebih dekat dari urat leher kita. Dalam surat

Qaaf (50) ayat 16

;oo =
a3l Jim e adl D331 525

Artinya:

1 Al-Qur’an surat Al Mujaadilah (58) ayat 7
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Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.*
b. Allah SWT melakukan pengawasan melalui malaikat

Sebagai makhluk Allah yang tidak memiliki nafsu, salah satu
tugas malaikat adalah mengawasi tingkah laku amal buruk manusia
sebagaimana dalam surat Qaf(50) ayat 17 yang artinya “Ketika dua
orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di
sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri”.” Kedua malaikat
ini akan mencatat segala amal perbuatan kita yang baik maupun yang
buruk; yang besar maupun yang kecil. Tidak ada yang tertinggal.
Catatan tersebut kemudian dibukukan dan diserahkan kepada kita”.

Selain itu pada surat A/-Kahfi (18) ayat 49 yang berbunyi :

O5l5ass 4 s (naidis o sl 678 iSTT w2y
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Artinya:

Dan diletakkanlah Kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang
bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan
mereka berkata: "Aduhai celaka Kami, kitab Apakah ini yang tidak
meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia

mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka

32 Al-Qur’an surat Qaaf (50) ayat 16
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kerjakan ada (tertulis). dan Tuhanmu tidak Menganiaya seorang
juapun”.33
Allah SWT melakukan pengawasan melalui diri sendiri

Ketika kelak nanti meninggal maka anggota tubuh ini seperti
tangan dan kaki akan menjadi saksi bagi diri sendiri. Kita tidak akan
memiliki kontrol terhadap anggota tubuh tersebut untuk memberikan
kesaksian sebenarnya. Seperti yang tercantum dalam ayat Allah surat
Yasin ayat 65 yang artinya “Pada hari ini Kami tutup mulut mereka;
dan Dberkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi
kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka
usahakan”.

Kita hidup tidak akan bisa terlepas dimanapun dan kapanpun saja
dari pengawasan Allah SWT. Tidak ada waktu untuk berbuat
maksiat. Tidak ada tempat untuk mengingkari Allah SWT. Yakinlah

bahwa perbuatan sekecil apapun akan tercatat dan akan

dipertanyakan oleh Allah SWT dihari perhitungan kelak.

300.

» Departemen Agama RI, A/-Quran Al- Karim, (Jakarta: Alhuda gema insani, 2005),



BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Badan pengawasan Mahkamah Agung adalah satuan kerja
pengawasan fungsional pada Mahkamah Agung yang melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Lingkungan Mahkamah Agung
dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.' Pada pengawasan internal itu
memang dibagi menjadi dua yang anatara lain pengawasan melekat dan
pengawasan fungsional. Pada pengawasan melekat itu adalah pengawasan
yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bahawahannya secara preventif
(bersifat mencegah supaya jangan terjadi apa-apa)” dan represif, agar
pelaksanaan tugas bahawan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan
rencana kegiatan. Begitupun pada Pengadilan Negeri Surabaya yang
melakukan pengawasan melekat secara berjenjang dan dikualifikasikan
dengan membentuk hakim-hakim untuk mengawasi masing-masing bidang di
dalamnya.’

Selain itu pula ada pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang
dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan

tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di

' Badan LITBANG diklat KUMDIL Mahkamah Agung R, Tata Laksana Pengawasan
Peradilan Buku [V, (Jakarta: ,2007), 7.

? Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, https:/kbbi.web.id/preventif.html,
diakses pada 10 Januari 2018

> Wawancara dengan Dwi Winarko dan Data: Pengawasan Hakim Oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung Pada Tanggal 08 Januari 2018 pukul 08:00 WIB
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lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh
Badan Pengawasan Agung Republik Indonesia.*

Kewenangan yang diperankan MA adalah fungsi dan kewenangan
pengawasan. Tindakan yang dilakukan MA adalah dalam bentuk administrasi
yustisial, yakni membuat atau menerbitkan penetapan (beschikking) atau
surat yang berisi tanggapan dan petunjuk hukum, teguran atau pernyataan
hukum yang berkenaan dengan permasalahan perlindungan hukum yang
diminta.” Pada prinsipnya untuk menjamin kinerja, kualitas dan integritas
seorang hakim, maka perlu adanya sistem untuk mengontrol maupun
mengawasi setiap hakim supaya tidak terjadi penyelewengan atas kode etik
hakim yang ada. Sebagai peradilan negara tertingi dari keempat lingkungan
peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Agung mempunyai tugas
pengawasan tertinggi pula. Ruang lingkup pengawasan yang harus
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung meliputi organisasi, administrasi, dan
finansial di bawah kekuasaannya maupun di Mahkamah Agung itu sendiri.
Pendelegasian wewenang pengawasan telah dilakukan oleh Mahkamah
Agung kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding selaku kawal depan
Mahkamah Agung. Sekarang Mahkamah Agung telah mempunyai aparat

fungsional yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, Ketua Muda

* Badan LITBANG diklat KUMDIL Mahkamah Agung Rl, Tata Laksana Pengawasan
Peradilan Buku IV, 7.

> M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan
Peninjauan Kembali Perkara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 117.
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Pengawasan (TUADAWAS), dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung
yang berada di bawah sekretaris.’

Pengawasan ini pun terbagi menjadi dua yaitu pengawasan melekat
dan pengawasan fungsional serta penanganan pengaduan masyarakat sebagai
pelembagaan pengawasan masyarakat. Pengawasan melekat merupakan
fungsi pengawaasan yang inheren dalam fungsi kepemimpinan pengadilan
dalam prespektif susunan kelembagaan. Pengawasan fungsional merupakan
fungsi pengawasan yang dimiliki oleh satuan organisasi yang sengaja
dibentuk untuk menjalankan fungsi tersebut, yang di Mahkamah Agung
disebut degan Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Oleh karena itu,
pengawasan melekat terebut berbeda dari pengawasan fungsional yang
adanya fungsi itu sejak diberikannya kepada unit organisasi atau lembaga
yang sengaja dibentuk untuk itu.’

Maksud pengawasan tersebut adalah untuk memperoleh informasi
mengenai penyelenggaraan fungsi peradilan sebagai umpan balik kebijakan
yang telah ditetapkan. Informasi dan umpan balik tersebut menjadi bahan
evaluasi kinerja bagi pemimpin pengadilan terkait dengan tujuan perlu atau
tidaknya dilakukan perubahan kebijakan dan/atau tindakan dalam rangka

peningkatan efektivitas dan efisiensi.

 Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap Di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama,
2007), 150-151.
7 Isnaldi, “Sistem Pengawasan Internal dan EksternalTerhadap Hakim

Agung dan Hakim Konstitusi Di Indonesia”(Jurnal Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2013), 67.
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Adapun sistem peradilan di Indonesia, terdapat empat lingkungan
peradilan yang masing-masing mempunyai lembaga pengadilan tingkat
pertama dan pengadilan tingkat banding, pada tingkat kasasi, semuanya
berpuncak pada Mahkamah Agung (MA). Pengadilan tingkat pertama dan
kedua dalam keempat lingkungan peradilan tersebut antara lain terdiri dari
Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) dalam lingkungan
peradilan umum, Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama
(PTA) dalam lingkungan peradilan agama, Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dalam
lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer (PM) dan
Pengadilan Tinggi Militer dalam lingkungan peradilan militer.®

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang sudah memiliki
kode etik sebagai standar moral atau kaedah seperangkat hukum formal.
Namun realitanya para kalangan profesi hukum belum melaksanakan kode
etik profesi dalam melaksanakan profesinya sehari-hari, terlihat dengan
banyaknya yang mengabaikan kode etik profesi, sehingga profesi ini tidak
lepas mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Melalui kode profesi inilah
hakim mempunyai posisi istimewa. Hakim merupakan pengkritik hukum dan
keadilan yang bersifat abstrak dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil
Tuhan dibumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Karena hakim satu-

satunya penegak hukum yang berani mengatasnamakan Tuhan pada setiap

¥ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2013), 314.
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putusannya. Sehingga setiap keputusan hakim benar-benar berorientasi
kepada penegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Dengan adanya kode etik profesi hakim yang menjadi pedoman bagi
Hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya harapannya
adalah untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan
sebagai anggota masyarakat yang dapat memberikan contoh suri tauladan
dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum. Setiap profesi diberbagai
bidang memiliki nilai-nilai yang dijunjung untuk dijadikan pedoman dalam
kehidupan profesi yang bersangkutan. Demikian halnya dengan profesi hakim
di Indonesia, di mana terdapat suatu kode etik yang didasarkan pada nilai-
nilai yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai yang bersifat universal bagi
hakim sebagai pelaksana fungsi yudikatif. Kode etik penting bagi hakim
untuk mengatur tata tertib dan perilaku hakim dalam menjalankan
profesinya.’

Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung saat ini yang
dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung
melakukan pengawasan yang meliputi dugaan atas pelanggaran kode etik dan
pedoman perilaku serta teknis peradilan, administrasi, dan keuangan. Untuk
pengawasan terhadap hakim yaitu dengan dibentuknya sebuah badan yang di
fungsikan tersendiri untuk mengawasi.

Secara kasat mata, para hakim di Pengadilan Negeri Surabaya tidak

pernah ada yag terkena ataupun bebas dari pengawasan dan tindak

’Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI&KetuaKomisi Yudisial RItentang
Kode etik dan Pedoman Perilaku HakimNo. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009.
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kedisiplinan dari Mahkamah Agung. Tetapi jika ditelisik lebih jauh, memang
setiap hakim di setiap pengadilan tingkat pertama itu tidak pernah luput dari
adanya pengawasan dari Mahkamah Agung dan bila diketahui pasti ada
hakim yang terkena pelanggaran kedisiplinan baik akibat pengawasan rutin,
mendadak ataupun pengaduan dari masyarakat jika akan ditindak secara
hukum dan peraturan yang berlaku. Biasanya hukuman yang diperoleh
berupa disiplin antara lain ada yang ringan, sedang dan berat. Dan jika ada
hukuman ini, maka rekapitulasinya akan diberitahukan pada web resmi milik
BAWAS yaitu SIWAS MA-RI tanpa menyebutkan nama hakim yang
bersangkutan tetapi hanya diberikan nama 7nisia/ semata sehingga nama baik
hakim yang bersangkutan tetap terjaga kerahasiaannya.
1. Sistem pengawasan
Berdasarkan peraturan yang terbaru berkaitan pengawasan ini
antara lain PERMA no. 7 Tahun 2016, 1 PERMA no. 8 Tahun 2016,11
dan PERMA no. 9 Tahun 2016."> Untuk sistem pengawasan hakim di
Pengadilan Negeri Surabaya itu sudah ada peraturan baku pada setiap
hakim yang mana buku tersebut merupakan buku pedoman pengawasan
bagi hakim. Yang isinya berkaitan dengan tata laksana pengawasan
peradilan yang melampirkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

No. KMA/080/SK/VIII/2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan

' PERMA no. 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

' PERMA no. 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung
Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

> PERMA no. 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
( Whitstleclowing System) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
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di lingkungan lembaga peradilan. Tetapi buku tersebut jarang digunakan
oleh beberapa hakim karena memang untuk pengawasan dari BAWAS
jarang dilakukan bahkan setahun kadang sekali ataupun dua Kkali
dilakukan pengawasan. Untuk pengawasan pun yang terkadang sering
melakukan hal tersebut adalah Pengadilan Tinggi sebagai kawal terdepan
pengawasan dari Mahkamah Agung.13 Seperti yang terdapat pada pasal 3
PERMA No. 8 tahun 2016 bahwa “berkonsultasi kepada atasan
langsungnya secara berjenjang dalam rangka meningkatkan mutu
pengawasan yang dilakukannya.”"

Pengadilan Tinggi di Surabaya yang menjadi kawal terdepan
Mahkamah Agung yang nantinya laporan hasil pengawasan dari
Pengadilan dibawahnya akan di serahkan kepada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi tidak hanya mengawasi
Pengadilan Negeri Surabaya saja, melainkan juga sudah di klasifikasikan
pembagiannya supaya hakim pengawas dari pengadilan Tinggi
mengawasi Pengadilan-pengadilan Negeri se-provinsi Jawa Timur.
Pengawasan dari PT bisa sewaktu-waktu datang sedangkan dari
Mahkamah Agung melakukan pengawasan, biasanya bisa setahun sekali
ataupun setahun dua kali mengingat jarak."’

2. Pengawasan Oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung

1> Wawancara dengan Hakim bapak Timur Handoko di Pengadilan Negeri Surabaya
dan Data: Pengawasan Hakim Oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada tanggal 9 Januari
2018 pukul 08:00 WIB

* Pasal 3 PERMA No. 8 Tahun 2016

"> Wawancara dengan Hakim bapak Timur Handoko di Pengadilan Negeri Surabaya
dan Data: Pengawasan Hakim Oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada tanggal 9 Januari
2018 pukul 08:00 WIB
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Pengawasan yang dilakukan oleh BAWAS secara sifatnya antara
lain:'®
1) Pengawasan yang sifatnya rutin
Pada pengawasan ini dilakukan secara rutin dan tata caranya
sudah di tetapkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
No. KMA/080/SK/VIII/2006 tentang pedoman pelaksanaan
pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. Jika akan dilakukan
pengawasan ke Pengadilan yang bersangkutan, BAWAS pasti akan
memberitahukan melalui surat yang nantinya diterima oleh ketua
pengadilan negeri surabaya. Dan pasti ada jadwalnya karena
BAWAS akan melihat dan mengecek lebih lanjut berkas-berkas
yang ada. Tujuannya supaya pengawasannya berjalan efektif dan
lengkap dengan berkas-berkas yang diinginkan karena memang
berkas-berkas di setiap pengadilan itu berbeda-beda dan sangat
banyak.
2) Pengawasan yang sifatnya insidentil
Pada pengawasan ini dilakukan apabila adanya sebuah laporan
atau pengaduan yang layangkan oleh masyarakat atau pegawai
Pengadilan yang bersangkutan. Pada pengawasan ini, tidak ada
pemberitahuan lebih lanjut sehingga biasanya BAWAS akan

langsung datang untuk memeriksa kebenarannya.

' Wawancara dengan Dwi Winarko, Timur Handoko dan Dedi Ferdiman serta Data:
Sistem Pengawasan Hakim Oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Pada Tanggal 08 Januari
2018, dan tanggal 09 Januari 2018 pukul 08:00 WIB
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3) Pengawasan yang sifatnya mendadak
Pada pengawasan ini dilakukan secara langsung dari BAWAS
tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan tiba-tiba ada
temuan.

3. Struktur organisasi

a. Kepala :  Nugroho Setiadji

b. Sekretaris : Lilik Srihartati

c. Inspektur Wilayah I : Drs. H. Muh Abduh Sulaeman, S.H.,
M.H

d. Inspektur Wilayah II : Asnahwati, S.H., M.H

e. Inspektur Wilayah III :  H Iswan Herwin, S.H.,M.H

f.  Inspektur Wilayah IV~ : Aviantara, S.H.,M.Hum'’

Badan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang
dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Kepala Badan Pengawasan

dibantu oleh :

1) Sekretaris Badan Pengawasan;
2) Inspektorat Wilayah I;
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan

pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi

' http://bawas.mahkamahagung.go.id/



http://bawas.mahkamahagung.go.id/
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4)
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umum di wilayah I, meliputi : Nanggroe Aceh Darussalam,
Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan,
Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Inspektorat Wilayah II;

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan
pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi
umum di wilayah II, meliputi : Banten, DKI Jakarta (termasuk
unit organisasi yang ada di Mahkamah Agung), Jawa Barat, Jawa
Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Inspektorat Wilayah III;

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan
pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi
umum di wilayah III, meliputi : Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo,
Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi
Selatan.

Inspektorat Wilayah I'V.

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan

pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta umum di
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wilayah IV, meliputi : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara

Timur, Maluku, Maluku Utara dan Irian Jaya.

Sekretariat Badan Pengawasan terdiri dari :Bagian Perencanaan
dan Keuangan; Bagian Kepegawaian; Bagian Organisasi dan Tata

Laksana; Bagian Umum; Kelompok Jabatan Fungsional.

Ruang lingkup pengawasan meliputi : penyelenggaraan,
pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial
peradilan, sedangkan sasaran pengawasan meliputi : lembaga peradilan,

yang meliputi Mahkamah Agung, pengadilan tingkat Banding dan

pengadilan tingkat pertama.'®

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGAWASAN

KEPALA BADAN
PENGAWASAN

NUGROHO SETIADJL, SH
| NIP : 19600629 198512 1 001

SEKRETARIS BADAN
‘§ PENGAWASAN

v s ERWINMOANARD, 84,840, MRS
% NI 10630114 1087031003

INSPEKTUR —"— s INSPEKTUR INSPEKTUR
2’~ WILAYAH | WILAYAIL I el WHLAYAR 11} e WILAYAR IV

o, 4t Ao suoony, s, . T . [SAN HERWAN, S H, MM TTe L AVIANTARA, S:H. M Hum,
NP 13EGLEA 194801 81 ) ‘ i " | NP 18580215 168612 ¢ 031 I NP 15630410 108803 1 003 |

TUIRWILI ( TU IRWIL TT S TU IRWIL IV

| A ) »
NUZLIANA ABDA SH WIWETSMIVATL SH VA nnmrl

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAX
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSTONAL

'8 Sumber data: mengetahui struktur organisasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung,
website  resmi  Badan  Pengawasan =~ Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia
http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/profil/struktur-organisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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3.1 Gambar mengenai struktur organisasi Badan Pengawasan MA
4. Tugas dan Fungsi Badan Pengawasan Mahkamah Agung
a. Tugas
Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu sekertaris
mahkamah agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dilingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan
di semua lingkungan peradilan.
b. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pengawasan
menyelenggarakan fungsi :
1) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dilingkungan Mahkamah Agung dan
Pengadilan di semua lingkungan Peradilan
2) Pelaksanaan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di
lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua
lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;
3) Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan. "
5. Prosedur Pengaduan
a. Laporan Pengaduan diterima di Bagian Umum lalu diserahkan ke

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi melalui Panitera/Sekretaris.

P Ibid.
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Setelah ada disposisi dari Wakil Ketua dan Panitera Sekretaris
diserahkan ke Kepaniteraan Hukum.

Oleh kepaniteraan hukum surat pengaduan tersebut di tulis di dalam
agenda surat masuk pengaduan yang terpisah dari agenda surat
masuk kepaniteraan hukum.

Setelah itu di buatkan Formulir Pengaduan yang didalamnya tertulis
antara lain No penerimaan pengaduan, identitas pelapor dan terlapor,
jenis yang diadukan. Formulir tersebut diserahkan kepada Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi untuk dimintakan Disposisi.

Disposisi dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi diserahkan kepada
Hakim Tinggi Pengawas Daerah untuk ditelaah apakah pengaduan
tersebut dapat di tindaklanjuti atau tidak.

Apabila tidak ditindaklanjuti berdasarkan telaahan Hakim Tinggi
Pengawas Daerah dibuat Surat pengantar kepada Ketua Pengadilan
Tinggi yang di tanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
yang isinya pengaduan tersebut tidak dapat di teruskan dan di
simpan di arsip pengaduan.

Tetapi apabila pengaduan tersebut di tindaklanjuti akan dibuatkan
surat tugas untuk memeriksa pelapor dan terlapor untuk kemudian
hasil pemeriksaan di kirim ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
Apabila pengaduan tersebut dikirim dari Badan Pengawasan

Mahkamah Agung maka Pengadilan Tinggi langsung membentuk
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team pemeriksa Hakim Tinggi Pengawas sesuai dengan wilayahnya
masing-masing.
i. Setelah ada hasil pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan maka
laporan tersebut dikirim ke Badan Pengawasan Agung.*’
6. Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung
" Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu
perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah
Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang di
laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang di Laporkan.
"Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan yang berkaitan
dengan masalah perkara."
a. Tampilan Awal SIWAS
Saat pertama kali membuka website sistem informasi
pengawasan mahkamah agung, maka akan langsung muncul kolom

seperti gambar berikut:

BADAN PENGAWASAN MAHKMAN AGUNG (i,}
REPUBLIK INDONESIA

Jika anda menemukan dugaan pelanggaran
dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-

wa 3i dan Badan Peradilan dibawahnya
an

‘.'bl’! Laporkan !!!

Jangan khawatir, identitas anda sebagai
Pelapor akan dijamin kerahasiaanya !

* Pengadiln Tinggi DKI Jakarta, “Tata Cara Pengaduan,  http:/www.pt-

jakarta.go.id/situs2/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=264, diakses
pada 01 Januari 2018.
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3.2 Gambar mengenai awal memasuki website SIWAS MA-RI

B. Pengawasan di Pengadilan Negeri Surabaya

1.

Pelanggaran yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh hakim Pengadilan
Negeri Surabaya yang “mungkin” tidak diketahui oleh publik. Hanya saja
pelanggarannya menurut penulis tidak tergolong pelanggaran berat.
Antara lain hakim yang ikut nongkrong di warung kopi dengan
masyarakat bebas pada jam bekerja. Dan selanjutnya tidak bisa di
jabarkan secara luas karena itu menyangkut kerahasiaan Pengadilan dan
tidak perlu dipaparkan secara langsung oleh beberapa hakim di
Pengadilan Negeri Surabaya.”'
Pengawasan Internal

Pada Pengadilan Negeri Surabaya pun juga memiliki pengawasan
yang dilakukan secara intern oleh para anggota didalamnya yang mana
Hakim juga diberikan tugas untuk mengawasi seluruh Pengadilan Negeri
yang mewakili ketua pengadilan yang nantinya dibuatkan Surat
Keputusan berkaitan dengan pengawasan tersebut. Biasanya disebut
sebagai hakim pengawas bidang. Para hakim ini diberikan perintah secara
langsung oleh ketua untuk mengawasi bidang-bidang pada Pengadilan
tersebut. Pengawasan ini dilakukan secara rutin setiap bulannya biasanya

diakhir bulan. Surat Keputusan Ketua ini tidak setiap kali selalu diganti.

*! Wawancara dengan Dwi Winarko, Data: Sistem Pengawasan Hakim Oleh Badan

Pengawasan Mahkamah Agung Pada Tanggal 10 Januari 2018 pukul 08:00 WIB
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Hanya akan diubah jika ada salah satu hakim yang mutasi ataupun
pindah ke tempat lain. %

Selain itu pula, sudah diatur dalam PERMA No. 8 tahun 2016
Pada pasal 4 ayat 2 bahwa “Atasan langsung wajib menentukan dan
melaksanakan tindak lanjut yang sesuai dalam hal menemukan bawahan
tidak memenuhi kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam
ketentuan mengenai disiplin kerja dan kode etik dan pedoman perilaku
yang berlaku.” Penjelasan mengenai atasan langsung juga terdapat pasal
1 angka 8 bahwa~ Atasan langsung adalah pejabat yang berdasarkan
struktur organisasi berada satu tingkat atau langsung membawahi Hakim
atau pegawai pengadilan yang menjadi objek pengawasan dan
pembinaan.”

Dan dilanjut pada angka 9 bahwa “Atasan langsung sebagaimana
dimaksud dalam angka 5, meliputi para Pimpinan Mahkamah Agung,
Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Pimpinan Pengadilan Tingkat
Pertama dan pejabat struktural di lingkungan Mahkamah Agung,
pengadilan dan seluruh satuan kerja di bawahnya.” Pada angka 12 pun
dilanjutkan dengan perincian mengenai pimpinan pengadilan tingkat
pertama yaitu “Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana

dimaksud dalam angka 6,adalah Ketua, Wakil Ketua, Kepala dan Wakil

** Wawancara dengan Dwi Winarko dan Data: Sistem Pengawasan Hakim Oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri Surabaya Pada Tanggal 11 Januari 2018
pukul 08:00 WIB
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Kepala pengadilan tingkat pertama di seluruh lingkungan peradilan di
bawah Mahkamah Agung”™
Pembagian Hakim Pengawasan Bidang Pada Pengadilan Negeri Surabaya
Menurut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Kelas 1 A Khusus No. W14.U1/09/KP.04.6/01/2018 tentang Susunan
Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1 A
Khusus yang mana merubah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Surabaya No: WI14.U1/177/KP.04.6/10/2017. Yang mana surat
keputusan ini di tanda tangani langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri

Surabaya yaitu Bapak H. Sujatmiko, SH. Adapun pembagiannya sebagai

berikut:

NO NAMA HAKIM PENGAWAS

BIDANG

1 WAKIL KETUA PENGADILAN KOORDINATOR HAKIM
NEGERI SURABAYA PENGAWAS

2 a. R. ANTON PENGAWAS PENGAMAT

WIDYOPRIYONO, SH., MH

b. PUJO SAKSONO, SH., MH

3 a. SIFA’UROSIDIN, SH., MH KEPANITERAAN PERDATA

b. SAPRUDDIN, SH

c. DWI WINARKO, SH., MH

 Pasal 4 ayat 2, dan pasal 1 PERMA No. 8 Tahun 2016



DR. ADRIANO, SK., MH

I WAYAN SOSIAWAN, SH., KEPANITERAAN PIDANA
MH
. DEDE SURYAMAN, SH., MH
DWI PURWADI, SH., MH
SLAMET RIYADI, SH., MH
MAXI SIGARLAKI, SH., MH KEPANITERAAN HUKUM
. DEWI ISWANI SH., MH
TIMUR PRADOKO, SH
ANNE RUSIANA, SH., KEPANITERAAN KHUSUS
M.Hum NIAGA
SARWEDI, SH., MH
JIHAD ARKANUDDIN, SH., KEPANITERAAN KHUSUS
MH PENGADILAN HUBUNGAN
. ISJUANEDI, SH., MH INDUSTRIAL
TITUK TUMULIL S.Sos., MH
(Hakim Ad Hoc PHI)
. ALFIL SYAHRIL., SH (Hakim
Ad Hoc PHI)
H.R. UNGGUL WARSO KEPANITERAAN KHUSUS
MURTI, SH., MH PENGADILAN TINDAK
. ROCHMAD, SH PIDANA KORUPSI
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(Hakim Ad Hoc Tipikor)
SAMHADI, SH., MH (Hakim

Ad Hoc Tipikor)

SIGIT SUTRIONO, SH., MH

. HARIJANTO, SH., MH

DR. LUPSIANA, SH., MH

(Hakim Ad Hoc Tipikor)

. WAHYU HARTONO, SH.,

MH (Hakim Ad Hoc PHI)

HUMAS

10

PESTA PARTOGI

HASIHOLAN S, SH., M. HUM

. FX HANUNG DWI WIBOWO,

SH., MH

AGUS HAMZAH, SH., MH

SUB BAGIAN TEKNOLOGI

INFORMASI DAN

PELAPORAN

11

YULISAR, SH., MH

SUB BAGIAN KEUANGAN

. RIFANDARU E SETIAWAN, DAN TATA USAHA
SH
COKORDA GEDE
ARTHANA, SH., MH
12 JAN MANOPO, SH SUB BAGIAN
. HISBULLAH IDRIS, SH., MH KEPEGAWAIAN,
A. VIRZA RUDIANSY AH, ORGANISASI DAN TATA
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SH., MH., CN LAKSANA
13 | a. ARIJIWANTARA, SH., OLAHRAGA, KESENIAN
M.HUM

b. DEDI FARDIMAN, SH., MH

3.1 tabel mengenai pembagian pengawasan dari kalangan hakim PN SBY

Badan Pengawasan Mahkamah Agung

4. SIWAS menurut Pengadilan Negeri Surabaya

Dalam kaitannya aplikasi untuk pengaduan yang dilakukan
masyarakat ataupun pegawai yang ikut serta dalam rangka melakukan
pengawasan kepada hakim ataupun bidang lainnya sebagai wujud
transparansi peradilan pada masyarakat sehingga perlu aplikasi ini
menjadikan peradilan yang awalnya tertutup dan tidak transparansi,
menjadi peradilan yang terbuka dan dapat memberikan kepuasan
tersendiri kepada masyarakat untuk dapat melaporkan setiap kejadian
yang dirasa merugikan dalam hal perilaku kepada SIWAS ini selain
masalah perkara.

Kaitannya aplikasi ini sebagai penunjang era modernisasi yang
serba canggih menjadi perlu untuk terus memperbaiki dan memperbarui
aplikasi agar tidak ketinggalan zaman. Selain itu Pengadilan Negeri pun
merasa hal ini menjadi baik dilakukan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung karena mengikut sertakan kalangan luar seperti

masyarakat maupun pegawai di dalam pengadilan itu sendiri.
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Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui
BAWAS ini sudah dirasa cukup ketat dan ditambah lagi dengan aplikasi
ini, sehingga lingkup para hakim seperti gerak geriknya pun tidak dapat
terhindarkan sekalipun. Biasanya laporan yang masuk pada SIWAS itu
karena adanya kekalahan dalam persidangan dan menyebabkan pihak
yang kalah melaporkan tindakan hakim kepada SIWAS sehingga
terkadang sering hakim PN Surabaya di panggil untuk memenuhi

panggilan dari MA.**

* Wawancara dengan Dwi Winarko dan Data: SIWAS MA-RI di Pengadilan Negeri
Surabaya Pada Tanggal 08 Januari 2018 pukul 08:00 WIB



BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP SISTEM PENGAWASAN
HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA OLEH BADAN
PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG

A. Analisis Figh Siyasah Terhadap Sistem Pengawasan Hakim Oleh Badan

Pengawasan Mahkamah Agung

BAWAS akan melakukan pelatihan kerja khusus kepada pengadilan
tingkat pertama, maka BAWAS akan bekerja sama kepada KORWIL
(Koordinator Wilayah)/ Inspektorat Wilayah untuk mengadakan pelatihan
yang secara resmi oleh BAWAS. Dalam hal ini, Figh Siyvasah yang
konkritnya pada Wilayah al-Hisbah, pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung ini sesuai dengan definisi dari Wilayah al-
Hisbah itu sendiri yaitu suatu perintah terhadap kebaikan (ma’ruf) bila
terjadi penyelewengan terhadap kebenaaran dan mencegah kemungkaran bila

muncul kemungkaran.
Pengawasan yang dilakukan oleh BAWAS secara sifatnya antara lain:'

1. Pengawasan yang sifatnya rutin
Pada pengawasan ini dilakukan secara rutin dan tata caranya sudah
di tetapkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.

KMA/080/SK/VIII/2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di

" Wawancara dengan Dwi Winarko, Timur Handoko dan Dedi Ferdiman serta Data:
Sistem Pengawasan Hakim Oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Pada Tanggal 08 Januari
2018, dan tanggal 09 Januari 2018 pukul 08:00 WIB
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lingkungan lembaga peradilan. Jika akan dilakukan pengawasan ke
Pengadilan Negeri Surabaya, BAWAS pasti akan memberitahukan
melalui surat yang nantinya diterima oleh ketua pengadilan negeri
surabaya. Dan pasti ada jadwalnya karena BAWAS akan melihat dan
mengecek lebih lanjut berkas-berkas yang ada. Tujuannya supaya
pengawasannya berjalan efektif dan lengkap dengan berkas-berkas yang
diinginkan karena memang berkas-berkas di Pengadilan-pengadilan itu
sangat banyak.
2. Pengawasan yang sifatnya insidentil
Pada pengawasan ini dilakukan apabila adanya sebuah laporan atau
pengaduan yang layangkan oleh masyarakat atau pegawai dalam
Pengadilan yang berangkutan. Pada pengawasan ini, tidak ada
pemberitahuan lebih lanjut sehingga biasanya BAWAS akan langsung
datang untuk memeriksa kebenarannya.
3. Pengawasan yang sifatnya mendadak
Pada pengawasan ini dilakukan secara langsung dari BAWAS tanpa
adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan tiba-tiba ada temuan.
BAWAS pada saat mengawasi itu juga dibagi antara lain:
1. Secara teknis
Pengawasan yang dilakukan dari jalannya proses perkara seperti
perkara pidana, perdata, niaga, tipikor.

2. Secara non teknis
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Pengawasan yang dilakukan selain yang menyangkut perkara seperti
masalah keuangan, sekretariatan.’

Selain itu juga, tahapan pelaksanaan pengawasan rutin/reguler adalah

sebagai berikut:

1. Penentuan objek pengawasan

Pengadilan tingkat banding menentukan objek pengawasan yaitu
pengadilan-pengadilan tingkat pertama dibawahnya secara sistematis
sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, dan
anggaran yang tersedia. Badan pengawasan menentukan objek
pengawasan yaitu satuan-satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung,
pengadilan-pengadilan tingkat banding, dan pengadilan-pengadilan
tingkat pertama secara sistematis sesuai dengan rencana kerja yang telah
ditetapkan sebelumnya, dan anggaran yang tersedia.’

2. Persiapan pelaksanaan pengawasan yaitu: a) Memantau (monitoring)
melalui teknis analisis, observasi, perbandingan dan evaluasi atas laporan
berkala dari objek pemeriksaan atau infornasi baik yang diperoleh dari
sumber internal maupun eksternal. b) Penelaah, proses ini adalah tahap
mempelajari  aktivitas kegiatan objek pemeriksaann, ketentuan
perundang-undangan, kondisi dan latar belakang, termasuk laporan-
laporan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan objek

pemeriksaan, antara lain untuk menentukan aparat pengawas fungsional

? Wawancara dengan Dwi Winarko dan Data : Sistem Pengawasan Hakim Oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung Pada Tanggal 08 Januari 2018 pukul 08:00 WIB

’ Badan LITBANG diklat KUMDIL Mahkamah Agung RI, Tata Laksana Pengawasan
Peradilan Buku IV, 18..
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yang dipandang tepat melaksanakan tugas pengawasan. c¢) Penunjukan/
pembentukan tim pemeriksa dengan menerbitkan surat tugas yang terdiri
dari pemeriksa, sekretaris dan staf. d) Mempersiapkan rencana kerja
pemeriksaan, termasuk mempersiapkan blangko-blangko atau formulir-
formulir yang akan digunakan dalam pemeriksaan. e) Pemberitahuan
kepada atasan objek pemeriksaan tentang akan dilakukan pengawasan. f)
Mengadakan komunikasi dengan objek pemeriksaan. *
. Pelaksanaan pengawasan, dilakukan dengan tahapan-tahapan anatara
lain:
a. Pertemuan awal dengan pimpinan objek pemeriksaan.
b. Mempelajari data-data dan melakukan prosedur pemeriksaan dengan
analisa-analisa/ teknik-teknik pemeriksaan.
c. Evaluasi penegendalian intern/ sistem manajemen objek pemeriksaan.
d. Pengujian lapangan tentang validasi (keabsahan), keakuratan
nilai/data dari kegiatan-kegiatan objek pemeriksaan.
e. Melakukan pemeriksaan terhadap:
1) Register perkara, buku keuangan, berkas perkara tertentu, surat-
surat dan dokumen lainnya.
2) Sarana dan prasarana fisik, dengan cara observasi dan review
dokumen/data.
3) Pejabat penanggungjawab, dengan cara melakukan wawancara

atau tanya jawab.

*Ibid., 19.
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4) Kondisi umum secara kualitatif (kebersihan, kerapihan, ketertiban,
dan kenyamanan).

5) Kondisi umum secara normatif (tertib administrasi, kedisiplinan,
kepemimpinan, pembinaan dan etos kerja).

6) Administrasi umum (kepegawaian, keuangan, inventaris, tertib
persuratan perkantoran dan perpustakaan).’

4. Hubungan pengawasan Rutin/ reguler dan pengawasan melekat yaitu a)
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lembaga peradilan
wajib menjalankan pengawasan melekat sebagai bagian dari pelaksaan
fungsinya untuk melakukan pemeriksaan (rutin/ reguler) dalam upaya
pengendalian internal. b) Pada pengadilan banding, wakil ketua bertindak
selaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir
para Hakim Tinggi Pengawas Daerah (masing-masing pengadilan tingkat
pertama dibawahnya) dan Hakim Pengawas Bidang (unit-unit kerja di
pengadilan tingkat banding tersebut) yang telah ditunjuk, dengan dibantu
oleh beberapa orang panitera pengganti dan staff sebagai tenaga
administrasi. c¢) Pada pengadilan tingkat pertama, Wakil Ketua bertindak
selaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir
para hakim pengawas bidang dan hakim pengawas dan pengamat
(KIMWASMAT) yang telah ditunjuk, dengan dibantu oleh beberapa

orang panitera pengganti dan staff sebagai tenaga administrasi. °

3 Ibid., 20.
8 Ibid., 22.
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Badan pengawasan Mahkamah Agung akan datang secara langsung
tanpa pemberitahuan jika terdapat laporan atau pengaduan secara langsung
dari amasyarakat atau pegawai. Jadi pada Pengadilan Negeri Surabaya pun
juga memiliki pengawasan yang dilakukan secara intern oleh para anggota
didalamnya yang mana Hakim juga diberikan tugas untuk mengawasi
seluruh Pengadilan Negeri mewakili ketua dengan dibuatkan Surat
Keputusan yang berkaitan dengan pengawasan tersebut. Biasanya disebut
sebagai hakim pengawas bidang. Para hakim ini diberikan perintah secara
langsung oleh ketua untuk mengawasi bidang-bidang pada Pengadilan
tersebut. Pengawasan ini dilakukan secara rutin setiap bulannya biasanya
diakhir bulan. Surat Keputusan Ketua ini tidak setiap kali selalu diganti.
Hanya akan diubah jika ada salah satu hakim yang mutasi ataupun pindah ke
tempat lain. Untuk pengawasan intern, contohnya hakim pada bidang
pengawas dan pengamat. Maksudnya adalah tugasnya yaitu mengawasi
hasil-hasil putusan pengadilan itu apakah sudah dilaksanakan atau belum

oleh jaksa. Hasil pengawasannya dilakukan minimal setahun 2 (dua) kali.”

Pengadilan Tinggi di Surabaya yang menjadi kawal terdepan Mahkamah
Agung yang nantinya laporan pengawasan dari Pengadilan Tinggi akan di
serahkan hasilnya kepada Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi tidak hanya
mengawasi Pengadilan Negeri Surabaya saja, melainkan juga sudah di

klasifikasikan pembagiannya supaya hakim pengawas dari pengadilan Tinggi

" Wawancara dengan Dwi Winarko dan Data : Sistem Pengawasan Hakim Oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung Pada Tanggal 08 Januari 2018 pukul 08:00 WIB
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mengawasi Pengadilan-pengadilan Negeri se-provinsi Jawa Timur.
Pengawasan dari PT bisa sewaktu-waktu datang sedangkan dari Mahkamah
Agung melakukan pengawasan, biasanya bisa setahun sekali ataupun setahun
dua kali mengingat jarak. Pada Pengadilan Tinggi, hakim pengawasanya di
sebut dengan Hakim Pengawas Daerah (HAWASDA). Jadi laporan
pengawasan itu akan berjenjang, dari Pengadilan Negeri Surabaya lalu ke
Pengadilan Tinggi dan langsung di serahkan ke Mahkamah Agung.
Pengawasan yang langsung dilaksanakan oleh BAWAS,; itu biasanya jika ada
laporan sehingga perlu terjun langsung ke Pengadilan Negeri yang

bersangkutan.

Selain itu pula, di era zaman serba cepat ini, Mahkamah Agung juga
tidak ingin ketinggalan zaman. Sehingga jika di lihat sekarang ini ada
aplikasi Sistem Pengawasan/ Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah
Agung atau yang disebut sebagai " Whistleblowing System adalah aplikasi
yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk
melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di
lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan
dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai
informasi yang di laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang
di Laporkan. "Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan yang

berkaitan dengan masalah perkara."
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Untuk sistem pengawasan hakim yang dilakukan oleh BAWAS di
Pengadilan Negeri Surabaya ini berkaitan dengan perilaku ataupun tindakan
yang dilakukan oleh hakim itu sendiri yang pada dasarnya, pengawasan pada
peradilan di bawah Mahkamah Agung itu diawasi dari internal dan eksternal
yang meliputi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hakim ini tidak
hanya diawasi oleh BAWAS secara langsung melalui kunjungan rutin ke
Pengadilan-pengadilan saja, melainkan adanya aplikasi terbaru yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, memudahkan masyarakat ataupun
pegawai untuk ikut serta melakukan pengawasan. Substansi yang diawasi
berhubungan dengan hakim adalah perilaku yang melihat dari Kode Etik
Pedoman Perilaku Hakim yang didalamnya berisikan patokan pelanggaran
seperti apa dan hal-hal yang harus di hindari supaya hakim tidak mendapat
sanksi dari pengawas khususnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
Selain itu ada pula peraturan yang mengatur adanya disiplin hakim yaitu
PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja hakim pada

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Tidak segan-segan pula jika diketahui ada hakim yang melanggar

adapun sanksi-sanksinya yang antara lain:



a)

b)
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Bentuk-bentuk sanksi ringan yang dapat dijatuhkan terdiri dari: a)
Teguran lisan; b) Teguran tertulis;dan c) Pernyataan tidakpuas secara

tertulis.®

Bentuk-bentuk sanksi sedang yang dapat dijatuhkan terdiri dari:a)
Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun; b) Penundaan
kenaikan pangkat paling lama 1 tahun; c) Pembebasan dari
jabatan/Hakim non palu paling lama 6 (enam) bulan; d) Mutasi ke
pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah;dan ) Pembatalan atau

penangguhan promosi.’

Bentuk-bentuk sanksi berat yang dapat dijatuhkan terdiri dari: a)
Pembebasan dari jabatan/Hakim non palu lebih dari 6 (enam) bulan; b)
Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk
paling lama 3 tahun; c) Pemberhentian dengan hormat;dan d)

Pemberhentian tidak dengan hormat. "

Secara kepustakaan, Figh Siyvasah yang artinya segala masalah dan

aspek yang berkaitan antara lain dengan asal-usul negara dalam sejarah islam,

sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta peranannya dalam

kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang

dibuat oleh penguasa.11 Di dalam macam-macam/ bentuk-bentuk Figh

Siyasah itu tidak menjelaskan secara terperinci mengenai hal pengawasan,

¥ Pasal 9 ayat 2 PERMA No. 8 Tahun 2016
’ Pasal 9 ayat 3 PERMA No. 8 Tahun 2016
' Pasal 9 ayat 4 PERMA No. 8 Tahun 2016
''J. Suyuthi Pulungan, Figh Sivasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, 29.
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sehingga penulis menemukan sistem pengawasan yang ada di zaman nabi dan
masih dapat di golongkan ke dalam Figh Siyasah yaitu Wilayah al-Hisbah.

Melihat peradilan yang semakin tahun semakin berubah dan para hakim
di khawatirkan akan ikut terpengaruh dan melakukan pelanggaran, maka
memang perlu dilakukannya pengawasan oleh instansi yang tertinggi di
bawah mandat presiden secara langsung yait Mahkamah Agung sebagai
peradilan tertinggi dari seluruh pengadilan di bawahnya. Kehadiran
Mahkamah Agung ini menjadi penting karena pengawasan yang
dilakukannya itu sama dengan yang dilakukan pada zaman nabi yang mana
pada saat itu sejak masa Nabi, yaitu pada suatu hari Nabi melewati setumpuk
biji gandum, tangan Nabi sampai pada biji gandum yang masih basah. Maka
Nabi berkata,’’hai pedagang gandum, apa ini? Pedagang gandum berkata, “
kehujanan ya Rasulullah.’” Lalu Nabi berkata kembali,”” kenapa tidak engkau
taruh diatas saja sehingga para pembeli mengetahuinya?’’ lalu Nabi berkata,’
barang siapa menipu maka bukan termasuk golongan kami. Maka nyata,
bahwa penjual makanan itu berlaku curang, menampakkan yang baik dan
menyembunyikan yang buruk. Kemudian Nabi mengangkat beberapa orang
petugas untuk memperhatikan keadaan pa.salr.12 Sebenarnya tujuan a/-hisbah
sendiri itu untuk mensejahterakan masyarakat.

Jika di telisik secara perkata al-hisbah biasa disandingkan dengan

Wilayah al-Hisbah yang mana wilayah sendiri secara literal berarti kekuasaan

"2 Teungku Muhammad Hasbi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: Pustaka
Rizki Putra, 1997), 97.
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tertinggi, aturan, dan pemerintahan."> Sedangkan al-hisbah, seperti yang
sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga jika digabungkan kedua kata tersebut
memiliki arti pengawasan tertinggi/ Mahkamah Agung (jika instansi tertinggi
peradilan di Indonesia). Kriteria kebaikan (ma’ruf) yaitu segala perkataan,
perbuatan atau niat yang baik yang diperintahkan dalam syariat. Sedangkan
perbuatan mungkar merupakan suatu perkataan, perbuatan atau niat yang
buruk yang dilarang oleh syariat."*

Dasar hukum Wilayah al-Hisbah sebagaimana firman Allah dalam surah

Ali “Imran (3) ayat 104 dan 110 sebagai berikut:

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari
yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. A/ ‘lmran (3)
ayat 104)

Hisbah menjadi sebuah lembaga dan petugasnya disebut (muhtasib)
yang bertugas menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran dengan
dibekali hak istimewa untuk menginvestigasi dan mencari-cari perilaku
kemungkaran yang mungkin dikerjakan. Adapun kriteria muhtasib dengan
Syarat-syarat yang disepakati, antara lain:'> a) Mukmin. b) Mukallaf. c)
Mampu melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar. Mengetahui hukum-

hukum syara’ (mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang). Adapun

" Basiq Djalil, Peradilan Islam, 113.
" Ibid., 115.
' Basiq Djalil, Peradilan Islam, 129.



&3

syarat-syarat yang diperselisihkan, antara lain: 16 1) Adil. 2) Tugas muhtasib
tersebut mendapat izin pemerintah. 3) Hendaknya seorang muhtasib mampu
berijtihad, tetapi menurut pendapat yang paling kuat seorang muhtasib tidak
harus memiliki kemampuan berijtihad, ia hanya cukup mengetahui
kemungkaran-kemungkaran yang disepakati oleh para ulama.

Pada dasarnya lembaga al-hisbahl Wilayah al-Hisbah ini sama dengan
lembaga peradilan yaitu Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang sama-
sama mengawasi peradilan dengan tujuan supaya menjalankan peradilan yang
bersih dan agung. Begitupun a/-hisbah berada karena untuk menegakkan amar
ma’ruf nahi munkar supaya pengawasan itu tetap baik maka di bentuk atau
dipilih seorang pengawas khusus yaitu Mufhtasib. Mereka sama-sama
memiliki tujuan yang sama dan pencapaian yang sama. Selain itu juga tidak
luput adanya pengawasan paling tertinggi yaitu pengawasan yang dilakukan

oleh Allah SWT. Adapun ayatnya dalam surat A/ Mujadilah (58) ayat 7

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah
mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia
antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan
antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula)
pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak,

' Ibid., 130.
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melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian
Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah
mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.'’

B. Analisis Figh Siyasah Terhadap Sistem Pengawasan Hakim di Pengadilan
Negeri Surabaya
Dalam halnya pengawasan itu sangat penting adanya karena keahlian
profesional secara normal cenderung akan mengalami perkembangan yang
baik bersamaan dengan penerapannya di dalam dunia praksis. Namun,
faktanya moralitas tidak selalu berbanding lurus dengan itu. Dalam prespektif

inilah pengawasan terhadap hakim memperoleh arti pentingnya.'®

Untuk sistem pengawasan sendiri yang dilakukan secara internal oleh
Pengadilan Negeri Surabaya adalah pengawasan yang disebut dengan hakim
pengawas bidang di koordinatori oleh Wakil Ketua Pengadilan khususnya
pada Pengadilan Negeri Surabaya. Para hakim ini diberikan perintah secara
langsung oleh ketua untuk mengawasi bidang-bidang pada Pengadilan
tersebut. Pengawasan ini dilakukan secara rutin setiap bulannya biasanya
diakhir bulan. Surat Keputusan Ketua ini tidak setiap kali selalu diganti.
Hanya akan diubah jika ada salah satu hakim yang mutasi ataupun pindah ke

tempat lain.

"7 Al-Qur’an surat Al Mujaadilah (58) ayat 7

' Ahmad Fadlil Sumadi, Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan: fungsi manajemen
Mahkamah Agung terhadap pengendalian di bawahnya setelah perubahan UUD 1945, (Malang:
Setara Press, 2013), 215.
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Hakim pengawas bidang ini terbagi menjadi beberapa bidang yang perlu
diawasi yang antara lain pengawas pengamat, kepaniteraan perdata,
kepaniteraan pidana, kepaniteraan hukum, kepaniteraan khusus niaga,
kepaniteraan khusus pengadilan hubungan industrial, kepaniteraan khusus
pengadilan tindak pidana korupsi, humas, sub bagian teknologi, informasi
dan pelaporan, sub bagian keuangan dan tata usaha, sub bagian kepegawaian,
organisasi dan tata laksana, olahraga dan kesenian. Dari masing-masig

bidang tersebut terdiri dari 2-3 hakim.

Selain itu, di Pengadilan Negeri Surabaya ditemukam bahwa hakim yang
ikut nongkrong di warung kopi dengan masyarakat bebas pada jam bekerja."’
Itu telah diatur dalam PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang penegakan disiplin
kerja hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya. Yang mana jam kerja dan istirahat bagi hakim diatur bahwa hari
senin sampai kamis dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu
setempat jika hari jum’at dari pukul 08.00 sampi dengan 17.00 waktu
setempat. Jam istirahatnya pada hari senin sampi dengan kamis dari pukul
12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat dan hari jum’at dari pukul
11.30 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.”® Jadi dari peraturan
tersebut sudah jelas maka, jika hakim diketahui nongkrong di warung kopi di
luar jam istirahat maka dapat dikenakan sanksi ringan ataupun teguran

secara lisan maupun tertulis jika memang benar melakukan kesalahan.

" Wawancara dengan Dwi Winarko, Data: Sistem Pengawasan Hakim Oleh Badan
Pengawasan Mahkamah Agung Pada Tanggal 10 Januari 2018 pukul 08:00 WIB
2 PERMA No. 7 Tahun 2016 pasal 4
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Adapun untuk sanksi yang sedang maupun berat, para pelaku dapat
terkena sanksi ini karena memang tergantung pada perbuatan apa yang
dilakukan. Jika itu korupsi, maka dapat dikenakan sanksi berat dengan
pemberhentian secara hormat maupun tidak hormat. Ataupun jika ternyata
diketahui melakukan pelanggaran seperti melakukan kegiatan diluar kantor
tanpa izin dan sering sekali dilakukan sehingga surta peringatan yang terus
dikeluarkan oleh ketua pengadilan tidak dihiraukan maka ini dapat

dikenakan sanksi sedang dengan tidak dinaikkan pangkatnya.

Adapun untuk sistem pengawasan hakim yang dilakukan oleh Pengadilan
Negeri itu sendiri atau secara internal itu sebagai tujuan untuk membantu
Mahkamah Agung untuk menjadikan peradilan yang bersih dan agung
sehingga pengawasan itu tidak hanya dilakukan oleh eksternal pengadilan
saja melainkan internal pun perlu adanya. Berkaitan dengan Figh Siyasah
khususnya pada Wilayah al-Hisbah, pengawasan yang dilakukan oleh
internal Pengadilan Negeri Surabaya ini telah sesuai dengan tujuan yang
dilakukan oleh Wilayah al-Hisbah yang mana definisinya yaitu suatu
perintah terhadap kebaikan (ma’ruf) bila terjadi penyelewengan terhadap
kebenaaran dan mencegah kemungkaran bila muncul kemungkaran. Dengan
tujuan dari definisi tersebut maka sesuai Pengadilan Negeri Surabaya untuk
membangun dan membantu Mahkamah Agung menjadikan peradilan yang

bersih dan agung.
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Untuk mengkategorikan Pengadilan Negeri Surabaya seperti Wilayah al-
Hisbah, cukup sulit karena Wilayah al-Hisbah tergolong sebagai Mahkamah
Agung karena termasuk pengawasan tertinggi jika dilihat dari kelembagaan.
Tetapi jika dilihat dari subjek yang mengawasi di Pengadilan Negeri
Surabaya ini, maka pengawasan tertinggi terletak pada Ketua Pengadilan

Negeri Surabaya sebagai pengawasan internal tertinggi.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Untuk sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri surabaya meliputi pengawasan
terhadap beberapa aspek sesuai Undang-undang yang ada yaitu Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung mengatur 3
(tiga) macam bentuk pengawasan yaitu (1) pengawasan menyangkut
penyelenggaraan peradilan, (2) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
administrasi dan keuangan,dan (3) pengawasan terhadap perilaku hakim.
Selain itu pula pengawasan yang dilakukan secara teknis yang
mengawasi berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan dari jalannya
proses perkara seperti perkara pidana, perdata, niaga, tipikor sedangkan
non teknis sebagai pengawasan yang berkaitan dengan Pengawasan yang
dilakukan selain yang menyangkut perkara seperti masalah keuangan,
sekretariatan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Pengadilan
tinggi, menurut sifatnya terbagi menjadi 3 yang antara lain pengawasan
yang sifatnya rutin, pengawasan yang sifatnya insidentil dan pengawasan
yang sifatnya mendadak. Tinjavan Figh Siyasah terhadap sistem
pengawasan hakim oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung

mencerminkan perbuatan dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar .

88
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Hal ini dikembalikan pada alasan pembentukan Wilayah al-Hisbah
sebagai lembaga pengawasan di zaman Nabi yang dikaitakan untuk
tujuan menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan. Begitu pula
Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang memiliki tujuan yang baik
untuk menjalankan peradilan yang bersih dan agung.

2. pengawasan yang dilakukan oleh internal Pengadilan Negeri Surabaya ini
telah sesuai dengan tujuan yang dilakukan oleh Wilayah al-Hisbah yang
mana definisinya yaitu suatu perintah terhadap kebaikan (ma’ruf) bila
terjadi penyelewengan terhadap kebenaaran dan mencegah kemungkaran
bila muncul kemungkaran. Untuk mengkategorikan Pengadilan Negeri
Surabaya seperti Wilayah al-Hisbah, cukup sulit karena Wilayah al-
Hisbah tergolong sebagai Mahkamah Agung karena termasuk

pengawasan tertinggi jika dilihat dari kelembagaan.

B. Saran

Dalam hal pengawasan, memang sudah cukup baik. Hanya saja untuk
pengawasan dijadwalkan lebih dahulu supaya pada saat proses pengawasan
tidak bentrok antara pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi selain itu menghindari dari
tumpang tindihnya waktu pengawasan agar tidak terjadi pengeluaran biaya
yang membengkak. Untuk pengawasan, alangkah baiknya ada pemberitahuan
lebih dahulu supaya Pengadilan Negeri yang bersangkutan dapat

mempersiapkan segala aspeknya dengan baik dan pengawasan dapat berjalan
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lebih efisien dan efektif. Selain itu dengan hadirnya aplikasi SIWAS,
diharapkan supaya masyarakat lebih dapat terbuka dan ikut membantu
Mahkamah Agung untuk mengawasi dan laporkan jika ada pelanggaran yang

teradi.
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http://bawas.mahkamahagung.go.id/
https://kbbi.web.id/preventif.html

PTUN Jakarta, “SIWAS Mahkamah Agung”, http://ptun-
jakarta.go.id/?page id%3D5148&¢ei=S4n93 kg&lc=en-
ID&s=1&m=130&host=www.google.co.id&ts=1510365295&sig=ANT
Y LikpzXbYkXGvwEQO0ZZAMaEKScT9Aw, diakses pada 11
November 2017 pukul 9:45 WIB.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, “Tata Cara Pengaduan, “http:/www.pt-
jakarta.go.id/situs2/index.php?option=com content&view=article&id=1
S58&Itemid=264, diakses pada 01 Januari 2018.

Satya,  Andika.  “Konsep ~ Dasar  Pengawasan  Dalam  Islam”,
https://www.google.co.id/amp/s/andikasatya687.wordpress.com/2016/10
/05/156/amp/, diakses pada 23 Desember 2017

Sumber data: diambil dari data Website resmi Badan Pengawasan Mahkamah
Agung http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/, diakses pada 01
Januari 2018 pukul 20:24 WIB

Sumber data: mengetahui struktur organisasi Badan Pengawasan Mahkamah
Agung, website resmi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/profil/struktur-

organisasi

Sumber data: diambil dari website resmi milik Badan Pengawasan Mahkamah
Agung http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/profil/visi-a-misi pada
tanggal 01 Januari 2018 pukul 23:22 WIB

Sumber data: diambil dari wibesite resmi milik Pengadilan Negeri untuk
mengetahui Sejarah Pengadilan Negeri http://pn-
surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/ diakses pada tanggal 02 Januari
2018 pukul 0:26 WIB
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http://ptun-jakarta.go.id/?page_id%3D5148&ei=S4n93_kg&lc=en-ID&s=1&m=130&host=www.google.co.id&ts=1510365295&sig=ANTY_L1kpzXbYkXGvwE00ZZAMaEKScT9Aw
http://ptun-jakarta.go.id/?page_id%3D5148&ei=S4n93_kg&lc=en-ID&s=1&m=130&host=www.google.co.id&ts=1510365295&sig=ANTY_L1kpzXbYkXGvwE00ZZAMaEKScT9Aw
http://ptun-jakarta.go.id/?page_id%3D5148&ei=S4n93_kg&lc=en-ID&s=1&m=130&host=www.google.co.id&ts=1510365295&sig=ANTY_L1kpzXbYkXGvwE00ZZAMaEKScT9Aw
https://www.google.co.id/amp/s/andikasatya687.wordpress.com/2016/10/05/156/amp/
https://www.google.co.id/amp/s/andikasatya687.wordpress.com/2016/10/05/156/amp/
http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/
http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/profil/struktur-organisasi
http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/profil/struktur-organisasi
http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/profil/visi-a-misi
http://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/
http://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/

Sumber data: diambil dari website resmi milik Pengadilan Negeri Surabaya
mengenai visi dan misi Pengadilan Negeri Surabaya http://pn-
surabayakota.go.id/ diakses pada 02 Januari 2017 pukul 0:13 WIB



http://pn-surabayakota.go.id/
http://pn-surabayakota.go.id/
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